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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat
Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-
Nya Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun 2025 dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan wujud

pertanggung jawaban penyelenggaraan
layanan  serta  pemantauan  terhadap
keberhasilan/ kegagalan yang telah

ditetapkan. Lebih lanjut, dokumen ini memuat
pengukuran dan evaluasi Kkinerja serta
pengungkapan (disclosure) atas hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.

Selama Tahun 2025, Biro Umum telah
melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat
administratif, koordinatif, serta fasilitatif
dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor
pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Informasi tersebut selanjutnya dituangkan
dalam Laporan Kinerja (LKj) ini, sehingga dapat
menjadi referensi umum bagi seluruh pihak
dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan
kinerja program dan kegiatan pada periode
yang akan datang. Oleh karena itu, masukan
dan saran yang membangun dari semua pihak
sangat diharapkan sebagai feedback bagi
kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada seluruh pihak yang telah membantu
secara langsung maupun tidak langsung
dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Akhir  kata, kami  menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan dan bantuan dalam penyusunan
Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat
memberikan kontribusi yang berarti dalam
upaya kita bersama dalam mencapai efisiensi
energi yang berkelanjutan di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Biro Umum,

. Ditandatangani
: Secara Elektronik

Sofiyanto

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

RINGKASAN

Laporan Kinerja Biro Umum berisikan
tentang capaian serta kendala yang dihadapi
dalam rangka mewujudkan target yang telah
ditetapkan pada tahun 2025. Program dan
Kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum
merupakan pelaksanaan dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas,
efektivitas, dan ketercapaian pelaksanaan
tugasBiroUmumdalammendukungpencapaian
tujuan strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja
Biro Umum tahun 2025. Mengingat perubahan
berkelanjutan atas target dan kinerja selalu
dilakukan dalam periode satu tahun, dengan
mempertimbangkan kondisi internal dan
eksternal dari organisasi melalui proses
penyesuaian Perjanjian Kinerja Organisasi,
maka kenaikan NKO per tahun tidak dapat
diperbandingkan keselarasannya. Fluktuasi
NKO hanya merepresentasikan hasil evaluasi
kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah
mampu mencapai ekspektasi target yang
semakin menantang serta bagaimana cara
mencapainya. Dinamika yang terjadi selama
tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro Umum

Biro Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan

mampu mengikuti perubahan yang terjadi,
baik di dalam maupun di luar organisasi. Pada
bagian akhir dari Laporan Kinerja ini disajikan
daftar penghargaan/achievement di Lingkup
Biro Umum sepanjang tahun 2025.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada
tahun 2025, total capaian kinerja Biro Umum
tahun 2025 sebesar 110,55% dengan kategori
istimewa. Capaian tersebut tidak terlepas
dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik serta kerjasama
yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro
Umum.
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Pendahuluan

Sebagaimana sebuah daun tumbuh dari akar yang kokoh,
bab ini menjadi fondasi awal pemahaman atas arah dan
nilai kerja di Biro Umum. Di sinilah nilai inisiatif dan responsif
mulai tumbuh, memperkenalkan kerangka pelayanan yang
akan berkembang dalam bab-bab selanjutnya.
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N 1.l Latar Belakang

Instansi pemerintah berkewajiban
menjalankan good  governance  (tata
pemerintahan yang baik) sehingga akan
menghasilkan good government dan clean
government. Tercapainya tata pemerintahan
yang baik tercermin melalui indikator perilaku
pemerintah dalam menjalankan kewenangan,
tanggung jawab dan kewajiban pelayanannya
yang memenuhi prinsip-prinsip: akuntabilitas,
efisien dan efektif, transparansi, partisipasi,
keadilan dan penegakkan aturan. Hal tersebut
selaras dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu
menciptakan pemerintah yang profesional,
berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan
bersih dari KKN, mampu melayani publik
dengan prima, netral, sejahtera, berdedikasi,
serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara.

Gambar 1.1. Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Penerapan sistem pertanggungjawaban
kinerjayang tepat, jelas dan terukur merupakan
syarat penting penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai wujud pertanggungjawaban
penyelenggaraan layanan serta pemantauan
terhadap keberhasilan/kegagalan yang telah
ditetapkan, maka maka Biro Umum wajib
menyusun Laporan Kinerja (LKj]).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Lebih
lanjut, LKj memuat pengukuran dan evaluasi
kinerja serta pengungkapan (disclosure) atas
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Interpretasi tersebut sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025
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1.2 Tujuan

Kondisi perekonomian global yang penuh
ketidakpastian dan dipengaruhi berbagai
faktor seperti pandemi, konflik geopolitik,
serta perubahan iklim, berdampak signifikan
pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam
situasi ini, sektor kelautan dan perikanan
memiliki peran strategis sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
0S € (SBlt & OCHYch 4zt 4 VOB & & & 200y%
mengambil langkah proaktif melalui kebijakan
ekonomi biru, yang berfokus pada pengelolaan
sumber daya laut secara berkelanjutan.

Melalui lima program prioritas, KKP
berupaya mengoptimalkan potensi kelautan
dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan nasional. Dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya,
Kementerian  Kelautan dan  Perikanan
diwajibkan mampu menampilkan akuntabilitas
kinerjanya sehingga terjadi sinkronisasi antara
perencanaan ideal yang dicanangkan dengan
keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

BAB | Pendahuluan

Sebagai bagian integral dari Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Biro Umum berperan dalam melaksanakan
koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah
tangga, perlengkapan, tata usaha dan
persuratan, serta pemberian pelayanan
yang menunjang pelaksanaan tugas kantor
pusat KKP. Keberhasilan kinerja Biro Umum
dalam melaksanakan peran tersebut diukur
berdasarkan capaian misi dan tujuan yang
telah ditetapkan, evaluasi perencanaan
strategis, serta perumusan indikator kinerja.

Oleh karena itu, disusunlah Laporan
Kinerja (LKj) Biro Umum sebagai sarana untuk
memberikan informasi kinerja yang telah
dicapai dan menggambarkan hasil pengukuran
kinerja Biro Umum selama kurun waktu yang
ditetapkan. Selainitu, LaporanKinerja (LKj) Biro
Umum juga disusun sebagai salah satu bentuk
media pertanggungjawaban atas anggaran
yang telah dialokasikan terhadap kegiatan
yang telah direncanakan dan dilaksanakan
sehingga prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance) dapat diwujudkan.



N 1.3 Tugas dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan nomor 2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan  Perikanan,
Biro Umum memiliki tugas melaksanakan
koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan, keprotokolan, dan
tata usaha pimpinan, serta persuratan dan
kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan
fungsi:

1. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan
urusan rumah tangga kantor pusat;

2. penyiapan koordinasi dan pengelolaan
perlengkapan dan layanan perkantoran;

1.4 Sumber Daya Manusia

. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan

keprotokolan Menteri dan  Wakil
Menteri;

. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris
Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;

. penyiapan pelaksanaan urusan

persandian;

. penyiapan koordinasi dan pengelolaan

persuratan dan kearsipan;
pelaksanaan dan koordinasi
administrasi jabatan fungsional di
bawah pembinaan Biro Umum; dan

. pelaksanaan urusan administrasi Biro

Umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia
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Pegawai) yang tersebar berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan, jenis kelamin,
serta generasi sebagaimana digambarkan pada grafis berikut ini:
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OC SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA

Data pegawai berdasarkan status kepegawaian Data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

1— 4
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Data pegawai berdasarkan jenis kelamin Data pegawai berdasarkan generasi

&

“Human Capital Development memilik peran penting di dalam pencapaian
tujuan organisasi. Oleh karena itu, Biro Umum dan PBJ berkomitmen dalam
melakukan upaya-upaya pengembangan pegawai.”

BAB | Pendahuluan




Achmad Alfarisi
Kepala Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan

Tomi Suwartono
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan

Mahfudl Umar Khz;mdan

Ketua Tim Kerja Persuratan dan
Kearsipan

Dalam rangka memudahkan penyelenggaraan dan
koordinasi layanan, pegawai tersebut terbagi ke
dalam 3 (tiga) tim kerja dengan penjabaran
sebagai berikut:

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Rumah Tangga
dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: (1)
penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan
pengelolaan klinik, sarana olahraga, ruang musik,
dan angkutan pegawai, serta kebersihan kantor
pusat; (2) penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi,
pelaksanaan, dan bimbingan teknis pemeliharaan
dan perawatan bangunan gedung, keamanan
kantor pusat, serta manajemen energi; (3)
penyiapan bahan pemelinaraan kendaraan dinas
Biro Umum; (4) penyiapan bahan koordinasi dan
pengelolaan layanan renovasi dan fasilitasi
prasarana dan sarana pada kantor pusat; (5)
penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan
barang milik/kekayaan negara pada biro dan
pusat; (6) penyiapan bahan koordinasi dan
pengelolaan keuangan dan gaji pegawai pada biro
dan pusat; dan (7) penyiapan bahan pelaksanaan
urusan ketatausahaan Biro Umum.

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
keprotokolan Menteri dan wakil menteri; (2)
penyiapan bahan pelaksanaan urusan
ketatausahaan Menteri, wakil menteri, sekretaris
jenderal, staf ahli, dan staf khusus; dan (3)
penyiapan bahan pelaksanaan urusan persandian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Persuratan
dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi: (1)
menerima, mencatat, mengklasifikasikan, dan
mendistribusikan surat masuk; (2) menyusun
berbagai jenis naskah dinas seperti surat
undangan, memo, laporan, dan dokumen resmi
lainnya; (3) melakukan indeksing, penyimpanan,
pemeliharaan, dan pendataan arsip agar mudah
ditemukan dan aman; (4) melakukan seleksi dan
verifikasi arsip yang sudah habis masa
penyimpanannya; (5) mendokumentasikan hasil
rapat, kunjungan kerja, acara seremonial, dan
kegiatan penting lainnya; (6) memastikan data
arsip tersimpan secara digital dan dapat diakses
secara cepat dan aman; (7) menjadi pusat
informasi tertulis dan dokumentasi bagi pimpinan
dan staf;

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025
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1.5 Potensi

Reformasi Birokrasi
pemerintahan yang baik merupakan
prasyarat penting dalam pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Untuk
dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki
oleh Biro Umum, untuk memanfaatkan

secara efektif dan efisien dari peluang dan 5.

kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki
oleh Biro Umum antara lain:
1. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh

aparatur Biro Umum dalam mewujudkan 6.

tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Sumber Daya Manusia baik struktural
maupun fungsional yang handal dalam 7.
melaksanakan tugas dan fungsi Biro
Umum;

dan tata kelola 3.

itu perlu 4.

Sarana dan prasarana aparatur dalam
pelaksanaan kegiatan perkantoran yang
memadai;

Peraturan perundang-undangan
sebagai dasar hukum yang kuat dalam
pelaksanaan kegiatan di KKP;

Sistem  kerja berbasis elektronik
dan teknologi informasi yang dapat
meningkatkan kualitas dan produktivitas
kerja,;

Pelaksanaan RB dalam peningkatan
Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan
akuntabel.

Informasi publik yang transparan dan
kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

1.6 Permasalahan dan Tantangan ce——————

Sebagaimana Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 1.
Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
ABT BLolh  2nanNPININA zk 4 OCAY(Yat 4
Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 2.

32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi
~B T Beala OOYA ¢b» Y- 4 ININPININY 1S BECEBILC
Jenderal menjadi penggerak utama dalam
mengimplementasikan amanat kepada setiap

K/L untuk melakukan pelaksanaan RB di 3.

Lingkungan KKP.

BAB | Pendahuluan

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja

Biro Umum, terdapat tantangan yang dihadapi
antara lain sebagai berikut:

Belum seluruh pegawai berkompeten
mengenai digitalisasi dalam pelaksanaan
pekerjaan sehari-hari karena SDM yang
sangat heterogen dilihat dari jenjang
pendidikan;

Masih diperlukan penataan organisasi di
lingkungan Biro Umum yang disesuaikan

dengan analisis beban kerja dan
kebutuhan organisasi yang bersifat
dinamis;

Pelaksanaan pemerintahan berbasis
digital masih perlu penguatan sarana dan
prasarana SDM untuk mencapai indeks

SPBE.
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N 1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj)
Tahun 2025 menginformasikan capaian
kinerja Biro Umum selama Tahun 2025.
Capaian kinerja dilihat dari penetapan kinerja
tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan dan dievaluasi setiap triwulan.
Dengan membandingkan antara capaian
kinerja (performance result) tahun 2025
dengan rencana kinerja (performance plan)
tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan
tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah
celah kinerja (performance gap). Dari hasil
analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat
diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di
masa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja
Biro Umum adalah sebagai berikut:
BAB | Pendahuluan, menjelaskan latar
belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan
personalia, sistematika penyajian.
BAB Il Perencanaan Kinerja, menjelaskan
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro
Umum yang telah dicapai dalam satu tahun.
BAB Il Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan
capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja
sasaran strategis, sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja. Hasil capaian dilengkapi
dengan analisa:

1. Capaian Kinerja Organisasi

T Membandingkan antara target dan
realisasi kinerja triwulan sebelumnya;

T Membandingkan antara realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir;

T Membandingkan realisasi kinerja
sampaidengantahuninidengantarget
jangka menengah yang terdapat
dalam dokumen perencanaan
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strategis organisasi;
T Membandingkan realisasi tahun ini
dengan standar nasional (jika ada);
T Analisa penyebab keberhasilan/
peningkatan/
penurunan Kkinerja serta alternatif

kegagalan atau

solusi yang telah dilakukan;

T Analisa atas efisiensi penggunaan
sumberdaya berdasarkan PMK Nomor
107 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan,;

T Analisa  program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja.

2. Realisasi Anggaran, memuat uraian
realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja Biro Umum sesuai Dokumen
Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan
Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025
dan menguraikan rencana tindak lanjut yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
datang.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

BAB | Pendahuluan

BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
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BAB 2

P_erer]cc naan
Kinerja

Perencanaan adalah struktur dasar yang memastikan setiap
langkah Biro Umum tersusun rapi, menyatu dengan nilai
progresif dan inovatif. Perencanaan bukan sekadar target,
melainkan desain tumbuh kembang dari visi yang terarah.
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2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 fi 2029

Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
WU, Y- 420193 ¢C b "a5C f& £30CBA 08 © SRl A0CEYCH 4zt dyShl & & aUk. Y. 42n10%
Peraturan tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan,
program, dan kegiatan prioritas KKP. Regulasi ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan
kelautan dan perikanan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Okal - £5e5WShe

gttt 4 - oA ACE at tb 3 YOBLCYBE & SC (SR OCHYH 4z A YSB £ £ 40 .  BA WA
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Biro
Umum memiliki peran strategis sebagai unit pendukung yang memastikan terselenggaranya
fungsi-fungsi administratif dan logistik secara efektif dan efisien. Keterkaitan Biro Umum
dalam mewujudkan Renja KKP tercermin melalui penyediaan layanan sarana dan prasarana,
pengelolaan barang milik negara kantor pusat KKP, layanan keprotokolan danrumah tangga, serta
pengelolaan persuratan dan kearsipan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas KKP. Dengan memastikan kelancaran aspek operasional dan dukungan internal, Biro
Umum berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis KKP, khususnya dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi hasil. Oleh karena
itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap
tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang
terukur.

Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan indikator sasaran. Indikator
sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya)
masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat
mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan
yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

SCBY Y 1ALZEAYTBLCYBE iSC (CBROT LY ch Azt AyGBl & & 40, . BAw]AUL. Y- 2aN19icS & "4
Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, diketahui bahwa rencana kerja
Biro Umum Tahun 2025 direpresentasikan dalam dokumen DIPA Satuan Kerja Biro Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa dengan total pagu sebesar Rp571.560.757.000. Sehubungan dengan
adanya dinamika kebijakan seperti efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1
Ut Y- 42n1930CBcbiBCE obalir.  Bib- " BBE- VAAL ' YACXS (Phobbcil BaSSabBiSAD XY InNWYMINN
Dari pagu efektif Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, pagu efektif Biro
Umum adalah sebesar Rp316.512.546.000 dengan rincian 35% merupakan belanja pegawai,
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50% belanja operasional dan pemeliharaan kantor, 10% pada layanan protokoler, dan 5% sisanya
tersebar pada layanan umum, sarana dan prasarana internal, serta alat pengolah data.

2.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan
Kinerja Tahun 2025

Salah satu dasar penetapan target indikator kinerja Biro Umum Tahun 2025 adalah hasil
evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024. Hal tersebut merepresentasikan bahwa informasi
kinerja telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Adapun
hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai feedback perencanaan kinerja tahun 2025
dijabarkan pada tabel berikut ini:

PK 2024 PK 2025
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Indikator Kinerja Satuan Target
1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai) Nilai 81 87,62 - 10817% 1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP Nilai 85
2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks) Indeks 80 85,02 - 106,28% 2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Indeks 85
KKP
3 Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Nilai 5 5,00 - 100,00% 3 Nilai Realisasi Pagu Paket Yang Dilakukan Nilai 5
Tata Kelola Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP Tender Dibandingkan Total Pagu Paket Yang
Pemerintahan (Nilai) Diumumkan Dalam RUP
é?gfnsa'k C 4 Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan (persen) Persen 88 94,00 - 106,82% 4 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Indeks 85
Pengeglolaan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan
/I:SrTigicis;raanSL 5 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Persen 85 95,00 - 111,76% 5 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Indeks 85
Baragng/Jasa &m0 Kantor Pusat (persen) Kerumahtanggan Kantor Pusat
Ketatausahaan 6 | Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Nilai 80
Rpinas Jenderal KKP
7 Persentase Rencana Umum Pengadaan Persen 80
Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada
SiRUP
8 Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Persen 75
Energi KKP
6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen | persen 94 133,33 - 141,84% 9 Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti Persen 80
Pengetahuan Terstandar Lingkup Biro Umum dan PBJ UKPBJ KKP
7 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Nilai 84 85,00 - 101,19% 10 | Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Nilai 87
Barang/Jasa Barang/Jasa
; 8 iro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Indeks 84 85,00 - 101,19% 1 ndeks Profesionalitas iro Umum dan Indeks 87
Terwujudnya IP ASN Biro U dan P d B /J i K Indeks Profesionalitas ASN Biro U d;
Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Dukungan
Manaigmen 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Persen 100 100,00 - 100,00% 12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Persen 100
yang Baik Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
h';%ﬁ%ggo 10 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Persen 80 97,00 - 121,25% 13 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Persen 85
Pengadaan Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
11 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum Nilai 93,75 93,75 - 100,00% 14 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai 92
dan Pengadaan Barang/Jasa (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan
Barang/Jasa
12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Biro Umum dan Nilai 71 87,00 - 122,54% 15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Nilai 71,5
Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
16 Persentase Penyelesaian Program Persen 100
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Pengelolaan Administrasi, Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja tahun 2025

Pada Tahun 2025, telah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja di lingkup Sekretariat
Jenderal sebagai implikasi dari penyesuaian organisasi dan tata kerja baru di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025. Sebelumnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum
dan Pengadaan Barang/Jasa berada dalam satu kesatuan unit kerja. Namun, berdasarkan
peraturan tersebut, terjadi pemisahan struktur organisasi menjadi dua unit kerja yang berdiri
sendiri, yakni Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang/Jasa. Penyesuaian ini mulai berlaku efektif
pada bulan April 2025 dan berdampak pada perubahan indikator kinerja, target kinerja serta
fokus pelaksanaan layanan masing-masing unit. Dengan demikian, penyelarasan Perjanjian
Kinerja dilakukan untuk mencerminkan pembagian tugas, fungsi, serta akuntabilitas kinerja
yang lebih spesifik dan terukur sesuai struktur organisasi yang baru.

BAB Il Perencanaan Kinerja 16
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2.4 Keselarasan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029,

Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025

Dalam menetapkan target organisasi,
Biro Umum berkomitmen menjaga keselarasan
antara Rencana Kerja KKP Tahun 2025,
Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025,
serta rancangan awal Rencana Strategis
OO0yaUt» Y- 43n2D3R INIWAOSOS LBLAL- Ak CEBLA
Rancangan Rencana
Kerja, dan Perjanjian Kinerja merupakan
elemen fundamental dalam perencanaan dan

Rencana Strategis,

pengelolaan kinerja organisasi yang efektif
dan akuntabel. Rencana Strategis selayaknya
berfungsi sebagai arah kebijakan jangka
menengah yang menetapkan visi, misi, tujuan,
dan sasaran organisasi, sementara Rencana
Kerja merupakan penjabaran tahunan dari
strategi tersebut dalam bentuk program dan
kegiatan yang lebih operasional.

Di sisi lain, Perjanjian Kinerja menjadi
komitmen formal antara Sekretaris Jenderal
dengan Kepala Biro Umum atas target-target
kinerja yang harus dicapai berdasarkan
rencana kerja. Keselarasan ketiga dokumen ini
memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi
terintegrasi,  terukur, mendukung
pencapaian tujuan strategis secara konsisten.

dan

Selain itu, keselarasan tersebut memperkuat
pengendalian
internal, mendorong efisiensi anggaran, serta

mekanisme evaluasi dan
membangun budaya kinerja yang transparan
bertanggung jawab di lingkungan

organisasi.

dan

2 A n AN R Q 0 0 ” A <0
1 | Tingkat Digitalisasi Arsip KKP hilai 5 1 | Tingkat Digitalisasi Arsip KKP Miai a5
2 Indeks Tata Kalola Pengsdaan Barang/Jasa KKP Indeks BS 3 Indeke Tata Kelols Pengadasn Bareng/lasa KKP Incleks 85
3 Milai * Reafsasi Pagu Peket Yang Dilskukan Tender Nilai 5 3 Nilsi Realisasl Pagu Paket Yang Cilakukan Tander Niai 5
. Dibandingkan Total Pagu Paket Yang Diumumban Dalam Dibandingkan Tetal Page Pakat Yang Diumumbkan Dalam
Tata Kelola RLP Tatz Kelola RLIE
P intah F intahan
yang Baik di & | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Protokeler dan Indeks B5 yang Baik di 4 | Indeks Kepuzsan Terhadap Layanan Protokoler dan Indeks 85
Bidang Ketatausahaan Pimpinan Bidang Ketatausahaan Pimpinan
Pengelolaan FeEng
Administras, & Indeks Kepuasan Terbadap Layanan Kerumzhtanggan Indeks B5 Administrasi, ) Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Indeks a5
Pengadaan Wantor Pusst Pengadasn Kartor Pusat
Barany/Jasa dan = : BarangfJasa dan o 5
Yetatausahaan & | Milai Pang | I Jardaral KkP Hilai 80 Ketetausahaan & | Milsi Pang: P Jendaral KiP Niai -1
Pimpinan Pimpinan
7 Persentase Rencana  Umum  Pengadasn  Sekretariat | Persen B0 7 Fersentose  Rencena  Umum  Pengadsan  Sckreteriat | Persen B0
Jenderal yang diumumkan pada SiRUR Jenderal yang diumumican pada SIRUP
B P Pal M Hemat Energi KKP Persen 75 B Persertase Pelaksanaen Manapmen Hemat Enargl KKP Persen 75
] Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti UKPRJ KKP Persen (4] 2 Persentase usulan tender yeng diindaklanjuti UKPBJ KK Persen a0
10 Milal PR SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/jasa ralal B7 10 Nilzl P SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Mial a7
n Indeks Profesioralitas ASM Bire Umum dan Pengadaan Indeks B7 11 Indeks Profesionalitas ASN Bire Umum dan Pengadaan Indaks a7
- . Barang/Jasa . Barang/Jasa
Terwuudnys Terwujudnys
Layanan 12 | Parsentase Panyelesaian Temuan BPK Biro Umum dan Persen 100 Layanan 12 | Persentase Penyelesaian Temuan BRK Birs Umum dan Peraen 100
Dukungan Pangadaan Barangllasa Dukungan Pargadaan Barang/lasa
] hanajemen
yang Baik 13 | Parsentase Rakomendasi Hasil Pengawasan yang Barsen /5 yang Baik 13 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan vang Persan =13
Lingkup 8iro Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Urmum dan Lingkup Eiro Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan
umum dan Pengadzan BarangJasa Umum dan Pengadaan Barang/lasa
¥ f 1
Barang/asa 14 | Indikztor Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker ire Nilai o2 BaranglJasa 14 | Indikator Kinera Pelaksaraan Anggaran (IKPA] Satker Eiro Miiai a2
Umum dan Pengadaan Barang/Jasa umum dan Pengadaan Baranglasa
15 | Milal Kinerja Ferencanaan Anggaran Satker Sira Umiem oan Mlal 715 15 | Nils Kinerja Perencangan Anggaran Satker Biro Umum dan Mial 715
Pengadzan Barangllasa Pergacaal Barang/lasa
n . » Th . n n 2 27 5 2
Tabel 2.2.i5% ft 't i5% fb tiljcB¢S " 10d1N21DPINIVIZE D& Jb £i0SB 541015
17 Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

PK 2024 PK 2025
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Capaian Indikator Kinerja Satuan Target
1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai) Nilai 81 87,62 - 10817% 1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP Nilai 85
2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks) Indeks 80 85,02 - 106,28% 2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Indeks 85
KKP
3 Nilai Realisasi Pagu Paket yang Dilakukan Tender Nilai 5 5,00 - 100,00% 3 Nilai Realisasi Pagu Paket Yang Dilakukan Nilai 5
Tata Kelola Dibandingkan Total Pagu Paket yang Diumumkan Dalam RUP Tender Dibandingkan Total Pagu Paket Yang
Pemerintahan (Nilai) Diumumkan Dalam RUP
é?gfnsa'k C 4 Persentase Pelaksanaan Layanan Pimpinan (persen) Persen 88 94,00 - 106,82% 4 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Indeks 85
Pengeglolaan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan
/;dminidstrasi, 5 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kerumahtanggan Persen 85 95,00 - 111,76% 5 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Indeks 85
B:?;:glj:Za &m0 Kantor Pusat (persen) Kerumahtanggan Kantor Pusat
tha{ausahaan 6 Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Nilai 80
Bopinag Jenderal KKP
7 Persentase Rencana Umum Pengadaan Persen 80
Sekretariat Jenderal yang diumumkan pada
SiRUP
8 Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Persen 75
Energi KKP
6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen | persen 94 133,33 - 141,84% 9 Persentase usulan tender yang ditindaklanjuti Persen 80
Pengetahuan Terstandar Lingkup Biro Umum dan PBJ UKPBJ KKP
7 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Nilai 84 85,00 - 101,19% 10 | Nilai PM SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Nilai 87
Barang/Jasa Barang/Jasa
Terwujudnya 8 IP ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Indeks 84 85,00 - 101,19% 1 Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan Indeks 87
Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Dukungan . - n . .
Manajemen 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Persen 100 100,00 - 100,00% 12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Persen 100
yang Baik Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
h‘;%':;‘%g;m 10 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Persen 80 97,00 - 121,25% 13 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persen 85
Pengadaan Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Umum dan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
11 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum Nilai 93,75 93,75 - 100,00% 14 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai 92
dan Pengadaan Barang/Jasa (IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan
Barang/Jasa
12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Biro Umum dan Nilai 71 87,00 - 122,54% 15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Nilai 71,5
Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
16 Persentase Penyelesaian Program Persen 100
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Pengelolaan Administrasi, Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025
L4 |
|
- ‘
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“. 3.1 Capaian Kinerja

{555&

Pengukuran kinerja digunakan sebagai
dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalanpelaksanaankegiatansesuaidengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, setiap indikator
dalam perjanjian kinerja dijabarkan lebih lanjut
dalam manual indikator. Perjanjian Kinerja
dan Manual Indikator memiliki keterkaitan
yang erat dalam sistem pengelolaan kinerja
organisasi, karena keduanyaberfungsisebagai
instrumen pendukung dalam mewujudkan
akuntabilitas dan pencapaian hasil secara
terukur.  Perjanjian  Kinerja  merupakan
dokumen formal yang memuat komitmen
antara atasan dan bawahan terhadap target-
target kinerja yang harus dicapai dalam satu
tahun anggaran, berdasarkan Rencana Kerja.
Sementara itu, Manual Indikator merupakan
dokumen teknis yang menjelaskan secara
rinci definisi operasional, satuan ukuran,
metode perhitungan, sumber data, serta
frekuensi pengukuran dari masing-masing
indikator kinerja. Dengan demikian, manual
indikator menjadi acuan utama dalam
mengukur dan mengevaluasi capaian yang
tertuang dalam Perjanjian Kinerja secara
objektif dan konsisten. Keterpaduan antara
keduanya memastikan bahwa target yang
disepakati tidak hanya bersifat kuantitatif,
tetapi juga terukur, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara metodologis
dalam kerangka evaluasi kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, metode
pengukuran kinerja pada Biro Umum
menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian

Kinerja online yaitu kinerjaku.kkp.go.id. Proses
penghitungan kinerja menggunakan manual
indikator yang telah disusun sebelumnya,
serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-
kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
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program. Koordinasi proses penghitungan
dilakukan oleh para pengelola kinerja pada
setiap sasaran strategis sesuai dengan
tanggung jawabnya.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada
tahun 2025, total capaian kinerja Biro Umum
tahun 2025 sebesar 110,55% dengan kategori
sangat baik. Capaian tersebut tidak terlepas
dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik serta kerjasama
yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro
Umum. Hal tersebut juga tercermin melalui
realisasi output kegiatan strategis yang
mendukung fungsi layanan internal, seperti
pengelolaan administrasi perkantoran,
layanan kerumahtanggaan, layanan protokoler,
serta pengelolaan persuratan, arsip dan
tata naskah dinas. Selain itu, capaian ini
juga mencerminkan koordinasi lintas unit
kerja yang berjalan optimal, serta komitmen
terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan
peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan
ini  menjadi indikator positif terhadap
kapasitas organisasi dalam memenuhi target
kinerja, serta memperkuat peran Biro Umum
sebagai enabler bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal
secara komprehensif. Guna meningkatkan
capaian tersebut, evaluasi berkelanjutan
dan penyesuaian strategis diperlukan guna
mengantisipasi dinamika kebutuhan layanan
dan kebijakan organisasi ke depan.
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YOO Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2025

2020 § 2021

Istimewa
Nilai 110-120

Baik
Nilai 90 - <110

Kurang
Nilai 50 - <70

Sangat Kurang
Untuk nilai <50

Sumber: https.//kinerjaku.kkp.go.id

L
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YOO Indikator Kinerja Kegiatan Biro Umum
Tahun 2025

Kegiatan di Biro Umum pada tahun anggaran 2025 adalah pengelolaan komunikasi, informasi
publik dan umum. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Biro
Umum dapat dilihat pada data berikut:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan
Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan

Persentase Pelaksanaon Manajemen Hemat Energi Nilai Survei Kepuasan Masyarokat Layanan
Kantor Pusat KKP (persen) Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan {nilai)

Crenswsi rcnisssi |
75 100 §120,00 85 93,95 110,53

Tingkat Digitalisasi Arsip
Kementerion Keloutan dan Perikanan (nilai)

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan
Kerumahtanggoan Kantor Pusat KKP (nilai)

Nilai Pengawosan Kearsipan Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)

85 93,99 110,58 80 120,00 85 111,66

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik
Lingkup Biro Umum

Persentase Rekomendaosi Hosil Pengowasan yang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Indeks Profesionalitos ASN Biro Umum (indeks)  Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Bire Umum (persen) Satker Biro Umum (nilai)

[ ravorr | [caman 1] Cresuisns |
87 87.45 106,65 85 100 §120,00 92 95,53 103,84

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Nilai Penilaian Mandiri SAKIP
Peraturan Perundang-Undangan Biro Umum (persen) Biro Umum {nilai) Biro Umum (nilai)

reauisas |
100 100 100 71,5 || 95,63 120,00 87 89,25 102,59

Persentase Penyelesaian temuan BPK Biro Umum
(persen)

Cresuisns |
100 100 §100,00

3.2 Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan ¢

pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. ’)/

Capaian kinerja Biro Umum Tahun 2025 dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang

telah ditetapkan yaitu:

IK.1 Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)

1. @DaqnU| "HC)L-&Uad k|ndale

Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian
Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran
kuantitatif yang menggambarkan arsip statis
dan dinamis yang telah dialihmediakan dari
bentuk fisik ke bentuk digital secara sistematis
dan terdokumentasi dalam sistem kearsipan
berbasis elektronik. Indikator ini bertujuan
untuk mencerminkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaanarsipdalammendukungtatakelola
pemerintahan yang transparan, akuntabel,
serta responsif terhadap kebutuhan informasi.
Digitalisasi arsip juga menjadi fondasi dalam
mewujudkan sistem pemerintahan berbasis
CC -1 daljy™ | £St- "AcSBALZY

2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator Tingkat Digitalisasi
BaTA I O0YA ¢b> Y- 42N1D4. & JEALT- TERWO WA
zC b4 6T B dejt "G BSC Yo & VA
yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
digitalisasi arsip telah berjalan sangat baik dan
mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini
mencerminkan tingkat pemenuhan yang tinggi
terhadap sasaran kinerja Biro Umum dalam
mendukung pengelolaan arsip yang tertib,
efisien, dan berbasis teknologi informasi.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam
pelaksanaan dan pengukuran indikator ini
adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun
MV (& b 4 OCEBOTAL- 4 aSBckd YCBECYBL- 4
yBCalzS- 4 G . B woi Ub.Y- 4 anpMi & & 4
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Selain itu, Peraturan Arsip Nasional Republik
iz - Colte G5is0 _ . BVIL. Y. ANInkS b 3
Pedoman Umum Program Transformasi Digital
Kearsipan menjadi rujukan teknis dalam
pelaksanaan digitalisasi arsip di lingkungan
instansi pemerintah.

Dengan capaian tersebut, sebagian
besar arsip telah berhasil dialihmediakan dan
dikelola dalam bentuk digital sesuai dengan
ketentuan kearsipan yang berlaku. Kondisi ini
berdampak pada meningkatnya kemudahan
akses, kecepatan penelusuran, serta
keandalan arsip dalam dalam mendorong
terwujudnya tata kelola administrasi yang
modern, transparan, dan akuntabel.




2020 2021 2022 2023 2024
- - - XY
Target Realisasi Capaian(%) 0S¢ &1 & 4In19Panao
85 wawi 111,66 6,22
Target 2025 Capaian trld Target Target 2026 Capaian trld Target
aN1dicte INnaXizte
85 11,66 87 Inwnv

Tabel 3.1. Target dan realisasi Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip KKP

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro  Umum berkomitmen  untuk
mewujudkan pencapaian indikator kinerja
ini. Pada tahun 2025, Biro Umum telah
melaksanakan beberapa kegiatan yang
mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain

sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kebijakan Kearsipan
Kegiatan ini bertujuan agar arsiparis
dan pengelola arsip memahami kebijakan
kearsipan yang berlaku di KKP dan mampu
menerapkannya dalam melaksanakan
pekerjaan sehari-hari.
2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi
penyusutan arsip dinamis yang dihadiri oleh
arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan
KKP dengan narasumber dari Arsip Nasional
S5CAYT & z - Coltle G5ialjSTEL AlCYVAALZEAT |3
Agustus 2025 telah dilaksanakan sosialisasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang dihadiri oleh arsiparis dan
pengelola arsip di lingkungan KKP dengan
Ketua Tim Kerja Persuratan dan Kearsipan Biro
Umum dan Penyusun Peraturan Perundang-
Undangan Biro Hukum sebagai narasumber.

Pada 23 Januari
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'} Kota Administrasi Jakar
Pusat,Daerah Khusus Ibukota
4.1 Jakarta,Indonesia

Gambar 3.2. Sosialisasi Permen-KP Nomor 13 Tahun 2025

Pedoman
Penyelenggaraan Simpul Jaringan
i> B tahOSHBoTAL- iCibal - £aeNiOTnZE
Lingkungan KKP
Pada 2 Januari 2025, Biro Umum telah

meluncurkan Pedoman Penyelenggaraan

N£BL "% 4i > B £aAOSHBaIAL- dCikal - £aaNiOTi%

b. Penyusunan
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di Lingkungan KKP. Dokumen ini merupakan
bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam mendukung pengelolaan
terbuka, dan
terintegrasi secara nasional. Sebagai bagian

kearsipan yang modern,
dari simpul jaringan informasi kearsipan
nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan
memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa arsip sebagai rekaman informasi yang
bernilai guna dapat diakses secara tepat,
cepat, dan akurat, baik oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SIKN/JIKN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Gambar 3.3. Pedoman Penyelenggaraan SIKN/JIKN di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi

OStBaTAL- 0ita] - £ 5eNiOTis

Jumlah arsip yang dipublikasikan melalui
N&BL "t 4& > B £aROSHBalAL- ddikal - £aaNiOTCi%
KKP sebanyak 271 arsip, yang menunjukkan
capaian kinerja telah melampaui target yang
ditetapkan. Pencapaian tersebut diiringi
dengantingkat pemanfaatanyang baik dengan
8.301 kunjungan ke JIKN KKP, sehingga

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

menggambarkan efektivitas publikasi arsip
dalam meningkatkan aksesibilitas informasi
kearsipan serta mendukung terwujudnya

tata kelola administrasi yang transparan dan ’»

akuntabel.

d. Evaluasi unit organisasi yang
kegiatan Pengelolaan

Simpul Jaringan Informasi Kearsipan

Gtal - £ieNiOdy

Biro Umum telah melaksanakan kegiatan
evaluasi pada unit organisasi yang mendukung
kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan
i > B toROSHBaTAL- Cital - £5eNiOTiSoC L St 4
4 kali kegiatan.

LAPORAN KKEGIATAN MONEV
PENYELENGGARAAN SIKN/JIKN
TR!WUIJ\N I

mendukung

LAPORAN KEGIATAN
MONEV

PENYELENGGARAAN
SIKN/JIKN TRIWULAN 1[I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NTERIAN KELAUTAN
IFI'D ANAN

1

\y

‘_

-

LAPORAN KEGIATAN
MONEV
PENYELENGGARAAN
SIKN/JIKN TRIWULANIV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KEGIATAN MONEV
PENYELENGGARAAN SIKN/JIKN
TRIWULAN Il

)

Gambar 3.4. Laporan Monev JIKN
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e. Implementasi SRIKANDI di lingkungan
KKP
Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan
KKP telah memiliki akun SRIKANDI untuk
’)/ korespondensi eksternal dan sudah
digunakan. Selain itu, Biro Umum telah
melaksanakan kegiatan rapat koordinasi
penerapan SRIKANDI untuk korespondensi
Internal di lingkungan KKP dengan ANRI pada
¢t T UEA|vahG, JS $Bianaoe

LAPORAN

SOSIALISASI APLIKASI i
SRIKANDI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN

DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

o Jih, &

BRI
SRIKANDI adalah aplikasi umum PERTAMA SR' KAN Dl
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rates v s Do e
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun
2020 tentang Aplikasi Umum Bidang
Kearsipan Dinamis.

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO UMUM
' KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

—_—
= L.

-"-"'__.'__-—-_—- = —

0

-‘g Pda - ___.- — b ..
f

&

e

29 Sep 202509.32.55

1 Jalap Batu Il
Kecamatan'Gambir

Kota Jakarta Pusat

rah Khusus Ibukota Jakarta
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f. Bimbingan Teknis Penciptaan Arsip
Born Digital melalui Portal
Korespondensi
Pada 30 Juni 2025, Biro Umum telah

melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis

Penciptaan Arsip Born Digital melalui Portal

Korespondensi dengan jumlah presentase

peserta yang mendapatkan nilai di atas

ack- zEBL S, TAgkB " CaSkIcYiwy

KEuEnTE
[ el ,
L
o LAPORAN
w |
¥ "
L W
"

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

b PENDALAMAN APLIKAS] PORTAL
KORESPONDENSI

......
..............

Gambar 3.7. Undangan dan Laporan Kegiatan Bimtek

g. Pengawasan Kearsipan pada Arsip
yang sudah dialihmediakan
Biro Umum telah melaksanakan kegiatan
Pengawasan Kearsipan pada Arsip yang
aYzt.dZE1.. Szt £ 4zC & 3 .kaTd vt
Unit Organisasi di Lingkungan KKP telah
melaksanakan kegiatan alih media arsip.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam mewujudkan ketercapaian
indikator kinerja ini, pada tahun
2025 dialokasikan  anggaran  sebesar
Rp2.030.848.000 pada DIPA Satuan Kerja
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.
Adapun realisasi anggaran tersebut terhadap
AL YAOC (PAbzEL  10S Stk SAINYNN |V pYi
EIIUNYLTN o
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1. @Dad|U] "AC)L&lai K|rdile

Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan
yl ALt 34 € 'Y YBAaSYBY.4 C ket & CAB ¢ . "GBt daCaYtlhad zt ‘Ed zt il . BawaAUL.Y. 4
2010 tentang Keprotokolan. Capaian indikator ini didapat dari survei indeks kepuasan terhadap
layanan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan pimpinan
pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan baik di kantor pusat maupun saat kunjungan
ke daerah yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal KKP. Responden
survei berasal dari jajaran pimpinan dan pegawai Unit Kerja Eselon | baik di pusat maupun di
daerah/UPT di lingkup KKP. Survei ini dilakukan menggunakan pedoman survei dari Peraturan
Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk
penyusunan dan penilaian hasil survei menggunaan dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Sasaran responden adalah pengguna layanan protokoler dalam periode tahun berjalan, baik
para pimpinan maupun pegawaiyang terlibat dalam proses penyelenggaraan layanan protokoler,
seperti UPT yang menjadi mitra tujuan kunjungan kerja pimpinan mitra penyelenggaraan acara
kenegaraan yang melibatkan pimpinan. Nilai Indeks kepuasan terhadap layanan pimpinan
dihitung dengan menggunakan inilai rata-rata tertimbangi masing-masing unsur pelayanan.
gt AAC TLIY- & AL z€ of CAYROL FESE £ & CBY b.ch 'k 4cSB.EZEAIWAY- aYBIACESE & 3
yang dikaji. Setiap unsur pelayanan tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus

sebagai berikut: ]
N [ G THEEBLCEEBEGEACSBC b "dsiNY k.4 L ¢dsdjdsdd
Jumlah unsur X

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata
tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

i0S kst 7Total dari Milal Persepsi per Unsur X nilal penimbang
Total unsur yang terisi

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval
Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

1 I'MnaRi|po 19RANVVPD D Tidak baik
2 |'/PXaRa1vON OVpXiRaxX1voN C Kurang baik
3 2o iRV X219 |RIN V2D B Baik
4 WIAXERIOIN A axRiINMn A Sangat baik
Tabel 3.2. Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
BAB Il Akuntabilitas Kinerja 28



2. Analisis Capaian Kinerja

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan
yl ALt d20Thld_ SBYAE & 41 aBY, G AAS 'Y YRt 4 L CBEASE "ArSBY Y A Y- ¢Y 4. C Tah
v persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan keprotokoleran
dan ketatausahaan pimpinan yang diselenggarakan oleh Biro Umum. Pengukuran indikator ini
dilaksanakan melalui survei yang dirancang secara metodologis dan dilaksanakan pada akhir
tahun anggaran, guna menjamin objektivitas, keterwakilan responden, serta kelengkapan data
yang diperoleh.

yhzEich . Yo 1IN0V EALIL AL Z] £¢ BAL RoSrSobBiwywoizs 't 4 £¢C° BhAak "HArb! BREE
ini mengindikasikan komitmen pimpinan dan kerjasama seluruh pegawai dalam pelaksanaan
tugas keprotokoleran dan ketatausahaan pimpinan sehingga dapat meningkatkan kepuasan
para pengguna layanan.

2020 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi Capaian(%) O¢ &1 & 3an19PInao
85 YyWwo 110,53 -

Capaian thd Target Capaian thd Target
IN1dicte INaNicke

85 110,53 86 [nwan

Tabel 3.3. Indeks Kepuasan Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan

Target 2025 Target 2026

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Biro Umum berkomitmen dalam mewujudkan layanan keprotokolan dan ketatausahaan
yang optimal dengan berorientasi pada pengguna layanan. Pada tahun 2025, Layanan
yB ¢ "CBIOS S (SRt A0CHYCh izt AyTB b & 200Yy®CTh.i ¢ Eh b JACBL AacBhCS loizbk 4
mendukung pencapaian indikator yang meliputi pendampingan dan pelayanan pimpinan,
pelantikan pejabat, penyelenggaraan acara kenegaraan, fasilitasi audiensi dan pertemuan
strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga rapat koordinasi dengan lembaga
negara.

\

Gambar 3.8. Pengawalan Kunjungan Kerja Pimpinan
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4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan capaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan
dukungan sumber daya yang memadai, baik
dari aspek sumber daya manusia, anggaran,
sarana prasarana, maupun sistem pendukung
lainnya. Pada tahun 2025, alokasi anggaran

LR &zELt.2 oSrSotBi SAIXVYYNDOMINNL
dengan rincian layanan protokoler sebesar
Rpl7.741.250.000 dan layanan perkantoran
gt £aZAGBLal - izt aYS C1.EBLL 45Y. .4
gt £od SG& (CBlU aSrSatBi SANOYLNOMINNt
Adapun realisasi terhadap pagu efektif adalah

yang menunjang ketercapaian indikator aSpSotBiSAINYWINDY PVPIULYUD LS

1. @Dayi|U] iC|L&Ued krdile

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor
Pusat KK adalah representasi tingkat kepuasan pengguna gedung kantor pusat KKP terhadap
pelayanan kerumahtanggaan (kebersihan, pemeliharaan bangunan gedung dan keamanan)
yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal, KKP. Responden survei berasal
dari pegawai Unit Kerja Eselon | yang berkantor di gedung kantor pusat KKP. Penyusunan
dan penilaian hasil survei dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran responden adalah pengguna layanan kerumahtanggaan dalam periode tahun
berjalan, seperti para pengguna layanan layanan kesehatan Klinik Pratama KKP, layanan
keamanan, kebersihan, pengelolaan sarana dan prasarana kantor pusat, Taman Anak Sejahtera,
hingga bus jemputan.

Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan dihitung dengan menggunakan inilai
rata-rata tertimbangi masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan
"£SE £ 4 CBY, b.Cb T h ACCB.bZBAIWAY- aYBAACHESEL & A4St "Az] £ 14 1jSCIEAI Y- aYBAASESE & A
tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

i0Siwsi 7otal dari Milai Persepsi per Unsur X nilar penimbang
Total unsur yang terisi

Untuk memperoleh nilai Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggan digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

A [ Gk THEBLCEEBECHACSBCL b “dsiNY, "k.Ap [ dsilisinme
Jumlah Unsur 25
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks kepuasan terhadap pelayanan
T GBY. £.¢b 't ASHIYAL CEBLAIDARAINNA. £ £3.10TAAG Thlb A¢CBoSrYZIbchodz] - jSBal & @

dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval
Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

1 |'MnaRa|vpo 19RANVVPO D Tidak baik
2 I'PXaRi1vON OVpXiRiX1vON C Kurang baik
3 2o |aRivan X2O RN VAD B Baik
4 WIANERInIN A axRiAINMn A Sangat baik
Tabel 3.4. Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
2. Analisis Capaian Kinerja
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang diberikan, serta menggambarkan

terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor
Pusat KKP merupakan pengukuran kinerja
yang bertujuan untuk menilai persepsi
dan tingkat kepuasan pengguna layanan
terhadap kualitas layanan kerumahtanggaan
yang diselenggarakan oleh Biro Umum.
Pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui
survei yang dirancang secara metodologis
dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran,
guna menjamin objektivitas, keterwakilan
responden, serta kelengkapan data yang
diperoleh. Pada Tahun 2025 indikator
1d . © ACB"C.i JtALtlt & aSpSokbBl wywwi
berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum
~_ BA 2 uAjNexEU & InfOsEINIDE ZG k&
kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Nilai
tersebut menunjukkan tingkat kepuasan
pengguna layanan terhadap berbagai aspek
penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan
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konsistensi kinerja Biro Umum dalam
menjaga kualitas layanan sesuai standar
yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian ini
juga mengindikasikan bahwa layanan yang
diberikan mampu memenuhi kebutuhan
pengguna layanan, baik dari sisi ketepatan,
kecepatan, kemudahan, maupun kejelasan
prosedur. Pada akhirnya, capaian indikator
ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan
layanan kerumahtanggaan di Kantor Pusat
KKP telah berjalan efektif dan memberikan
dampak positif terhadap kelancaran dukungan
administrasi perkantoran. Keberhasilan ini
menjadi indikasi adanya tata kelola pelayanan
yang semakin baik, responsif, dan berorientasi
pada peningkatan kualitas pelayanan kepada
pegawai serta pemangku kepentingan
internal.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisasi Capaian(%) 0% i & 4an19Panao
85 YWY 110,58 -
Target 2025 Capaian trld Target Target 2026 Capaian trld Target
INn1oégte InaXizte
86 110,58 86 Inwav

Tabel 3.5. Target dan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Umum  berkomtimen  dalam
mewujudkan layanan kerumahtanggaan yang
baik dengan berorientasi pada pengguna
layanan. Guna mewujudkan hal tersebut,
telah dilaksanakan layanan kerumahtanggaan
secara komprehensif guna mendukung

kelancaran tugas dan fungsi organisasi

di Kantor Pusat KKP. Layanan tersebut
mencakup operasional klinik, pemanfaatan

ruang rapat, wisma, kendaraan jemputan,
serta penyediaan fasilitas olahraga, Taman
Anak Sejahtera, dan ruang musik. Selain
itu, dilaksanakan pemeliharaan gedung dan
bangunan secara berkala. Seluruh kegiatan
ini merupakan bagian dari upaya memastikan
tersedianya lingkungan kerja yang sehat,
tertib, nyaman, aman, dan representatif,
sekaligus memperkuat citra kelembagaan.

Gambar 3.10. Pemeliharaan Tata Udara Kantor Pusat KKP
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Gambar 3.12. Pendampingan Kegiatan KKP
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4. Penggunaan Sumber Daya

Guna mewujudkan capaian indikator
kinerja secara optimal, diperlukan dukungan
sumber daya yang memadai, baik dari aspek
sumber daya manusia, anggaran, sarana
prasarana, maupun sistem pendukung
lainnya. Terkait dukungan anggaran, pada
tahun 2025 terdapat alokasi anggaran
sebesar Rp288.141.844.000 yang terkait
dengan layanan kerumah- tanggaan kantor
pusat KKP. Dari pagu total tersebut, terdapat
€. Ba Lt " "iBL A aSrSobBi SAINYI |MWNMNNG

1. @Daqn|U] "WC)L&Ual kndilé

Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
merupakan ukuran kinerja yang mencerminkan
tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
Sekretariat Jenderal KKP berdasarkan hasil
pengawasan yang dilakukan oleh Arsip
Gtol - £3 5CAYrT 4 & z - Calkd 2 (i5ied GTER
ini diperoleh melalui serangkaian evaluasi
terhadap aspek kebijakan, kelembagaan,
sumber daya, sarana prasarana, serta
penerapan sistem pengelolaan arsip, baik arsip
dinamis maupun arsip statis, sesuai standar
yang ditetapkan. Pengukuran ini bertujuan
untuk menilai sejauh mana organisasi telah
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kearsipan
yang baik dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan indikator ini mengacu pada
&zt 'E@ zt 'h O _ B qvd Ub.Y- 4 annwd
tentang Kearsipan, yang mengamanatkan
penyelenggaraan kearsipan secara
komprehensif dan akuntabel di setiap
instansi pemerintah. Selain itu, pelaksanaan
pengawasan kearsipan juga diatur dalam
Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun
MY S & "iYS ‘tPtot 4 OCEBATAL- Vi Sk "4
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berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 sehingga terdapat pagu efektif sebesar
Rp264.020.748.000. Alokasi tersebut tersebar
ke dalam beberapa Rincian Output antara lain
2% "BAYS T Cb.Aigbhckizt 40 . Yo 1 taMieas
ljEBt- bi Zb- & YBEOLBL- ki & (SR £ViaVs RESE & 4
@& Y VA8 RESE & 4 YOF & ¢ Bt Vi Zb & D%
Belanja Pegawai. Adapun realisasi anggaran
secara akrual tahun 2025 adalah sebesar
SAIXVINNINXYIVYVE £¢EYE WwNnta ZeBl AL " Ya
efektif.

menetapkan metode, ruang lingkup, dan
indikator penilaian kinerja kearsipan. Adapun
di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan terdapat Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai
pengawasan ini tidak hanya menjadi alat
evaluasi internal, tetapi juga menjadi bagian
dari upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik dan tata kelola pemerintahan yang
berbasis informasi tertib arsip.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh
tim pengawas kearsipan internal untuk menilai
pengelolaan arsip dinamis di lingkungan
pencipta arsip yang memuat kondisi faktual,
pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai
pengawasan. tim pengawasan Kkearsipan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dituangkan dalam Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim
Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan
Kementerian kelautan dan Perikanan.
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hasil
kearsipan

Adapun
pengawasan

kategori

penyelenggaraan

pada obyek pengawasan adalah sebagai

berikut:

T OTEEZILChoANiZA|INNizZs "t & £¢C° B 4
(sangat memuaskan)

T GOTERZIBCEaANA0ZAWNIZS "6 & £¢C° Bl 4
(memuaskan)

T Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB
(sangat baik)

penilaian

2. Analisis Capaian Kinerja

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan
Sekretariat Jenderal KKP pada Tahun 2025

. € AGB "CLASEALIL daSrCobBAWRIVVIZE L @

ABCZ] £clljt "BGSS Yo b 2 SrSBztoth & A
Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor
AINPEjNeNED & INED#EINIDY  GTER  ¢SBaS Y e
menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan
di lingkungan Sekretariat Jenderal telah
dilaksanakan secara sangat baik dan sesuai
dengan ketentuan kearsipan nasional, baik

T Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B

(baik)

Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC
(cukup)

Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C
(kurang) dan

T Nilai di atas O s.d 30 dengan kategori D

(sangat kurang)

kepatuhan organisasi yang tinggi terhadap
instrumen penilaian pengawasan kearsipan
internal, serta mencerminkan meningkatnya
kualitas tata kelola administrasi melalui
praktik kearsipan yang tertib, terstandar,
ZE AL Yo chrSHybZEAE - B SEYA THERWWWYAL T
mengindikasikan bahwa penyelenggaraan
fungsi kearsipan telah berada pada level
kinerja yang optimal dan mampu memberikan
dukungan signifikan terhadap efektivitas

dari aspek pengelolaan arsip dinamis maupun manajemen pemerintahan di lingkungan
pemenuhan standar layanan kearsipan. Sekretariat Jenderal KKP.
Capaian ini juga menunjukkan tingkat
2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisasi Capaian(%) 0S¢ &1 & 4In19Panao
80 AR 120 -
Target 2025 Capaian thd Target Target 2026 Capaian thd Target
IN1Dicte NNty
80 120 81 120

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian nilai pengawasan kearsipan menyeluruh. Kegiatan tersebut antara lain
oS rSatBwwyViizt CBCALIZEBACE at- & & penguatan sistem pengelolaan arsip melalui
berbagai program dan kegiatanyang diarahkan penataan arsip aktif dan inaktif, peningkatan
untuk memperkuat tatakelolakearsipansecara ketertiban administrasi kearsipan, penyiapan
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instrumen kerja kearsipan sesuai ketentuan,
serta pembenahan mekanisme pengendalian
dan monitoring kearsipan secara berkala.
Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan
kearsipan melalui peningkatan kompetensi
sumber daya manusia, pengelolaan sarana
dan prasarana kearsipan yang memadai, serta
penerapan standar operasional prosedur
yang konsisten juga memberikan kontribusi

terhadap peningkatan kualitas pengawasan o’ g

Altitude:50.3msnm
Index number: 1117

kearsipan. Pelaksanaanrangkaian programdan
kegiatan tersebut berperan signifikan dalam
memastikan kepatuhan terhadap standar

kearsipan, sehingga Sekretariat Jenderal KKP

: : N
mampu mencapai predikat Sangat Memuaskan . KEL#

pada pengawasan kearsipan tahun 2025.

Gambar 3.15. Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga kepada
ANRI

[t Puraalt =S g

- Daerah Khusus ibukota Jakarta
Gambar 3.13. Penilaian arsip usul musnah

9 Sep 2025904248

2 Jalan Batudil

- 4 Kegamatan Gambir
A B Kota Jakarta Pusat
150 Daerah'Khusus Ibukata Jakarta

1
Gambar 3.16. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam mewujudkan ketercapaian Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.
indikator kinerja ini, pada tahun Adapun realisasi anggaran tersebut terhadap
2025 dialokasikan anggaran sebesar ALt'Yi©< (PAbzEL.30SrSabBiSAINYNN |V pYi
Rp2.030.848.000 pada DIPA Satuan Kerja wwwutLs
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1. @DayiijU] "ACL-&Yo0 k]rDile

Indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat Kementerian
OCLYch izt dyThB & & 3e00y# CBYAE & &Y YBt 4 L CBEASE "4z]'Yo £ & AY- ¢Y & & THRaS LY .4
mana penerapan kebijakan, program, dan praktik efisiensi energi telah dilaksanakan secara
terukur dan sistematis di lingkungan kantor pusat KKP. Indikator ini mencerminkan komitmen
instansi pemerintah dalam mendukung pengelolaan energi yang berkelanjutan, pengurangan
emisi karbon, serta penghematan anggaran operasional melalui pengendalian penggunaan
energi listrik dan sumber daya lainnya.

Penilaian indikator dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012
tentang Penghematan Penggunaan Listrik yang merepresentasikan ketercapaian pelaksanaan
rencana aksi hemat energi, termasuk optimalisasi peralatan dan teknologi, pengaturan
operasional, serta kampanye perubahan perilaku pegawai dalam penggunaan energi secara
efisien dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efisien +1'9 +]N2] 100%
Efisien OP 9 [NAPIXN 75%
Cukup Efisien 9P 1D IX7P11] 50%
Boros +]'O +11] 25%

Tabel 3.7. Indikator Penilaian Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012

Lebih lanjut, dasar hukum lain nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan
pelaksanaan indikator ini mengacu pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 e2|ljgS% G _ B |94 Ub.Y- 2 InaJd & & "3

tentang Konservasi Energi, yang mewajibkan
setiap instansi pemerintah untuk menerapkan
manajemen energi secara efisien dan
berkelanjutan. Selain itu, indikator ini selaras
dengan kebijakan penghematan energi

2. Analisis Capaian Kinerja

Indikator Persentase Pelaksanaan
Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat
KKP pada tahun 2025 mencapai 100%
berdasarkan Surat Provices Grup Nomor
NIYMUEYAEQISPS APInaNick ' EAWING YEBRA
2025 hal Laporan Manajemen Hemat Energi.
Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana
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Manajemen Energi di Gedung Pemerintah
dan Bangunan Komersial, serta mendukung
implementasi prinsip green government dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

aksi, kebijakan, serta langkah implementasi
penghematan energi telah terlaksana secara
komprehensif. Capaian ini mencerminkan
keberhasilan penerapan prinsip efisiensi
energi yang terencana, terukur, dan konsisten,
sekaligus menggambarkan tingkat kepatuhan
yang tinggi terhadap ketentuan pengelolaan
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energi sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun
2012 tentang Penghematan Penggunaan
Listrik.  Nilai capaian 100% tersebut
juga menunjukkan bahwa pengendalian
penggunaan energi di lingkungan Kantor
Pusat KKP telah dikelola secara baik, baik
dari aspek pengaturan operasional gedung,

penerapan praktik kerja hemat energi. Secara
keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa
pelaksanaan manajemen hemat energi tidak
hanyaberkontribusipadaefisiensipenggunaan
sumber daya, tetapijuga mendukung kebijakan
pemerintah dalam mendorong pengelolaan
energi

yang berkelanjutan, pengurangan

emisi karbon, serta penghematan anggaran

optimalisasi pemanfaatan peralatan, maupun operasional.
2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisasi Capaian(%) 0¢ i & 4an19Panao
75 100 120 -
Target 2025 Capallar? thggt-lfrget Target 2026 Capaljannjtxr%gt'l:frget
75 120 76 120

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Umum telah  melaksanakan
berbagai program dan kegiatan yang disusun
secara terencana dan berkelanjutan guna
mendukung pencapaian indikator ini. Program
tersebut antara lain pelaksanaan kebijakan
pengendalian konsumsi energi listrik sesuai
standar penghematan energi, penerapan
operasional gedung dan peralatan kerja untuk
mendukung efisiensi energi, serta optimalisasi
penggunaan perangkat dan teknologi hemat
energi di lingkungan Kantor Pusat KKP.

Selain itu, pelaksanaan monitoring
dan evaluasi terhadap penggunaan energi
dilakukan secara rutin untuk memastikan
efektivitas kebijakan dan intervensi yang
diterapkan. Penguatan disiplin dan kesadaran
pegawai melalui sosialisasi dan kampanye
perilaku hemat energi juga menjadi bagian
penting dalam mendukung keberhasilan
pelaksanaan program. Secara keseluruhan,
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rangkaian  kegiatan tersebut berperan

signifikan dalam memastikan manajemen
berjalan secara sistematis,
terukur, dan berkesinambungan, sehingga
indikator
energi dapat mencapai capaian 100%.

hemat energi

pelaksanaan manajemen hemat

Gambar 3.17. Pengkondisian Tata Uda

ra Kantor Pusat KKP
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Gambar 3.18. Satgas hemat energi patroli gedung dan pengisian
data lembur pegawai bersama security

4. Penggunaan Sumber Daya

Guna mewujudkan capaian indikator
kinerja secara optimal, diperlukan dukungan
sumber daya yang memadai, baik dari aspek
sumber daya manusia, anggaran, sarana
prasarana, sistem pendukung
lainnya. Terkait dukungan anggaran, pada
tahun 2025 terdapat alokasi anggaran
sebesar Rp288.141.844.000 yang terkait
dengan layanan kerumah- tanggaan kantor
pusat KKP. Dari pagu total tersebut, terdapat

~

€. Ba gt " iBL 4 aSrSobBi SA1Y] |MWNMNNG

maupun

1. @Daqi|U] "iC|L-&Ual k|nDile

Nilai Mandiri
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
aj Oiy®/~B i® Y 4 CBYAE & &Y YBt 4 L CBtd
yang digunakan untuk menilai sejauh mana
Biro Umum telah menerapkan prinsip-prinsip
pengelolaan kinerja secara akuntabel, mulai
dari perencanaan, pengukuran, pelaporan,
hingga evaluasi capaian kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian ini
dilakukan oleh Biro Perencanaan berdasarkan
instrumen yang disusun oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
5¢> B kol ~B Btol 20S & (CBlL- 4 Y G5/ %A

Penilaian Sistem
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Gambar 3.19. Penerapan Sky Garden

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 sehingga terdapat pagu efektif sebesar
Rp264.020.748.000. Alokasi tersebut tersebar
ke dalam beberapa Rincian Output antara lain
2lf "LAYT " h.Agbckize 30 . Y- I toMiaas
ljtBt- b3 Zb- 3 YBEOLBL- bi & (CB- £ViaVs RESE & &
@& Y 8 RESH & 4 YOB & ¢ Bt VA Zt 4 0%
Belanja Pegawai. Adapun realisasi anggaran
secara akrual tahun 2025 adalah sebesar
SAIXVIXNINXYIVYVE £cEYE Uwnnta ZeBlA AL *Ya
efektif.

yang mencakup empat komponen utama:
perencanaan Kkinerja, pengukuran Kkinerja,
pelaporan Kkinerja, serta evaluasi capaian
kinerja. Nilai penilaian mandiri ini tidak hanya
mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap
regulasi, tetapi juga menjadi tolak ukur atas
kualitas tata kelola kinerja yang transparan,
akuntabel, dan terintegrasi.

Indikator ini merujuk pada Peraturan
yBCalzG- 4 O .  Ba awad Ut.Y- & a9 & & 4
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah, yang mengamanatkan setiap
instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
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manajemen kinerja secara sistematis. Selain
itu, pelaksanaannya juga berpedoman pada
Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, indikator Nilai
Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum memiliki
JEALIL 3 aCrSakBl WvaDh Z& & A ABCZ] £
eSC Yea & VA, & 1 7 bAzZEBRSEALIEL Ack. Y-
2024 sebesar 85,80, berdasarkan Surat
liS BCcHBIOANG zSBEA T . B~ W IAINESFeX | nk
d0FIN1DAck- A 1aljSACS $BaaN1Di. £ilRkaTa
Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro
Umum telah berjalan dengan baik dan berada
pada tingkat kematangan yang akuntabel.
Lebih lanjut, capaian ini mencerminkan
keselarasan antara perencanaan kinerja,
pelaksanaan program, pengukuran kinerja,
hingga pelaporan yang dilakukan secara

a
a

Instansi Pemerintah, yang memberikan
panduan teknis dalam melakukan penilaian
mandiri SAKIP, termasuk instrumen evaluasi
dan tata cara pengisian.

(15 33) 1 Y Y v - TE1 qwao
menggambarkan bahwa Biro Umum telah
mampu menerapkan prinsip akuntabilitas
kinerja secara konsisten, termasuk dalam
aspek kualitas perencanaan, kejelasan
indikator kinerja, keterukuran hasil, efektivitas
pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan
mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil
kinerja. Dengan demikian, capaian tersebut
berkontribusi pada penguatan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan
Sekretariat Jenderal KKP, serta mendukung
peningkatan kualitas kinerja
organisasi secara menyeluruh.

manajemen

terstruktur, terdokumentasi, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
2020 2021 2022 2023 2024
- - 80,30 85,80
Target Realisasi Capaian(%) 0% &1 & 3an19PInao
87 e b [n1voY 3,45
Target 2025 Capaian thd Target Target 2026 Capaian thd Target
IN1Dizke B )al NEE) of 3
87 [n1voY 87,2 102,35

Tabel 3.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian nilai Penilaian Mandiri SAKIP
Biro Umum tahun 2025 didukung oleh
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan
yang diarahkan untuk memperkuat sistem
manajemen kinerja. Upaya tersebut antara lain
dilakukan melalui penyempurnaan dokumen

39

perencanaan Kkinerja, penegasan indikator
dan target kinerja yang lebih terukur, serta
penguatan keselarasan antara perencanaan,
pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Selain
itu, penguatan mekanisme
evaluasi, dan pelaporan kinerja juga menjadi

monitoring,

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

salah satu langkah penting dalam memastikan
ketercapaian kinerja berjalan sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan.

Selain itu,
pengelola kinerja dan inovasi Biro Umum turut

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja. Konsistensi dalam penerapan prinsip
akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan

hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja

peningkatan  kapasitas

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KDTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

LAMAN wiww kbp, go.ig SUREL selienikin. oo id

Momor  BO2SIRC B10MR2025 11 September 2025
Sifat . Segera

Lampiran : Satu barkas

Hal ¢ Hasil Penilaian Mandin AKIF Tahun 2025

¥ih. Kepala Biro Umurm
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menterd PAN RB Nomor B8 Tahum 2021 tenlang

Evaluasi Akuntabilitas: Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menten KP Nomor
35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkunigan KKP
serta hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemarintah (AKIP) Tahun 2025 pada
Sekretariat
T.24BATIAMHP 440/VIVZ025 tanggal 22 Juli 2025, bersama ini disampaikan Hasil
Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada Biro Umum, sebagaimana uralan
berikut:

1.

Jenderal sebagaimana suratl Inspektur Jenderal MNomor

Tujuan evaliasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementas: AKIP
dilaksanakan, serla untuk mendorong peningkatan pencapaian kinara yang tepat
sasaran dan barorieniasi hasid, sehingga diharapkan dapal mendorong unit
organisasi untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian Kinerja
yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP.

Evaluasi dilakukan malalui panilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen
kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan
evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan hasil evaluasl, AKIP Biro Umum Tahun 2025 mempercleh nilai
sebesar 88,25 dari nitai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan).
Milai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2024 vang mendapatkan nilal
sebesar 85,80, Rincian hasil avaluasi AKIP sebagaimana divraikan pada tabel di
bawah iind;

M Ham panan | Bobat Hil=l

[V | Perercanaantneda | 30| 40 |  gro0 | ITB0 |
[ & | PengaanWnens | 30 | ado | apa | om0

) | Pewporeniesna | 15| wprs | mgpo | 1380

4 ..E.'\-‘I_l-unli'-hﬂ:'ll__ | 1 - W,?-!- ! 2350 ! J"I_Jﬂn

_ MilalHesiBvaluasl | 00 | BOM | 0 8s80 | WIS
| Predikat Penilaian UK [Memusskan] | A [Mermusshan] | A (Meemusskan]

@ Tahun 2001 perdasanan Memprandes Kernnen Momor | T 1P 400003073 fangpal 14 Desamber
2023 hal Hasl Parilsian Mandr SARIP Leval | Lingkup Sefjen Tabus 2033,

B Tahun 3024 berdssarian Derdaswusn Sursl Bairelwis Jendersl Nomoe B 125405 URC A 10002024 tangpel
0 Ok 70 hal Hasé Ponilman Mandin SAKE Tabun 7004,

& Tahun 2025 berisaarkan kaal posilaian ol Earysling oleh Inadebdor | pads Evaliss S0P Beljes

Gambar 3.20. Hasil Evaluasi AKIP Biro Umum Tahun 2025

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

berkelanjutan menjadi faktor penting yang
mendukung tercapainya nilai dimaksud.
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4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan

, dukungan sumber daya yang memadai.

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

1. @ai)U] "C)L&yod k)riDile

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
GSC'tBtd 2 ljiik ~B 4 & Y 4 _ GBYAE & 4
ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai
tingkat profesionalitas ASN di lingkungan
Biro Umum berdasarkan empat dimensi
utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja,
dan disiplin/etika. Indeks ini bertujuan
untuk menggambarkan sejauh mana ASN
mampu menjalankan tugas dan fungsinya
secara profesional, berintegritas, serta
berorientasi pada pelayanan publik yang
berkualitas. Penilaian ini dilakukan melalui
mekanisme  pengukuran berbasis data
sistem kepegawaian, dikombinasikan dengan
hasil administratif dan dokumen
pendukung lainnya yang mencerminkan
pemenuhan standar profesionalitas ASN.

evaluasi

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indeks Profesionalitas
ALBECYBA IjTATA GS £Btd 2 Ijiis ~B 4 & Y i
memperoleh nilai 87,45 dengan kategori
Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Nota
Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 2240/
ljNewED 2] INE08EINIDA ¢k ' " £4 193 qSaS SR
2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
tingkat profesionalitas ASN Biro Umum
berada pada kondisi yang baik, serta
mencerminkan kemampuan aparatur dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi
secara efektif, akuntabel, dan sesuai standar
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yang mendukung indikator ini sebesar
Rp3.237.715.000 pada subkomponen
Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar

SAVA VXYY |VikchYaoS r CobBivwwp s

Pelaksanaan indikator ini mengacu
pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang
menegaskan pentingnya pengembangan
profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan
birokrasi yang efektif dan berdaya saing.
Selain itu, pelaksanaan pengukuran indeks
ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
5¢> B kol ~B BholieySB Gy O57& O _ B
38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Jabatan ASN. Indeks ini menjadi salah satu
indikator strategis dalam menilai kualitas
sumber daya manusia birokrasi dan sebagai
dasar perumusan kebijakan pengembangan
ASN ke depan.

profesionalisme ASN. Capaian ini sekaligus
memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber
daya manusia aparatur telah diarahkan secara
sistematis untuk memastikan terpenuhinya
aspek kompetensi, kualifikasi, disiplin, dan
kinerja. Dengan demikian, nilai 87,45 kategori
tinggi tidak hanya merepresentasikan kualitas
individu aparatur, tetapi juga menunjukkan
keberhasilan tata kelola manajemen ASN
di Biro Umum dalam mendukung kinerja
organisasi secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

2020 2021 2022 2023 2024
- - - 86,87 87,83
Target Realisasi Capaian(%) 0¢ &1 & 42n19Panao
87 87,45 106,65 P92

Capaian thd Target Capaian thd Target

Target 2025 Target 2026

IN1bizte NNty
87 106,5 82,50 106,00
Tabel 3.10. Target dan realisasi Indikator Profesional ASN Biro Umum
Kualitikasi (bobot Kempetens| (bobot Disiplin (bobot

Kinerja (bobot 30}

No Uit Kerf Jumilah Pagawal Yang 25) 40 5 TOTAL ¢
Dihitung
P Prosentase P P P Pr P

1 2 % 100 % 2% 625 % s T ] WOs BZS TINGGI
A
2 7 25 100% 3639  B0OSB% | 204 9047T% 5 W00% 9354 ‘;‘"'\ffl
3 51 2982  9528% 3344 B16% 251 H38T% 5 00% 8736 TINGG!
4 1 7314 9256% 3485 3% 2647 BBZI% 5 0% 8946 TINGG!
5 ] 2193 ©772% 3808 902% 257 H9% 5 100% 2058 TINGGI
" . . SAMGAT
6 a7 231 8244% 9640  S122% 2919 S7IN 5 100% 9378 et
7 56 2268  BO72% 3188 7995% 2508  BGA% 5 100 % B564 TINGGI
8 t 100 2315 828% 3415 §538% 2515  B3BIX 5 100 % 745 TINGGI
a NGA I i 16 nm BTI% 3538 BEAE% 4539 BAGBI% 5 100 % B756 TINGGI
10 i A B nn BEBE% 344 BE % 2823 BTA3 % 5 00 % HIBS TINGGEI
[l By i A sl 5 2344 B376% 3206 BOS% 2562 BEA% 5 00% 8GR TINGG!

Tabel 3.11. Data IKU Indeks Profesionalitas ASN Per Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian
indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN,
Biro Umum telah mengupayakan berbagai
pelatihan yang diarahkan untuk memperkuat
kapasitas teknis dan tata kelola aparatur.
Kegiataninimencakup pelatihanarsiparisuntuk
meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip
sesuai standar, pelatihan pengadaan barang
dan jasa guna memperdalam pemahaman
regulasi serta prinsip transparansi, serta
pelatihan keuangan yang berfokus pada

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan
dukungan sumber daya yang memadai.
Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

pengelolaan anggaran dan pelaporan sesuai
standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, unsur kualifikasi turut
ditingkatkan melalui upaya tugas belajar bagi
para pegawai. Seluruh kegiatan tersebut
menjadi instrumen penting dalam membentuk
ASN yang profesional, akuntabel, dan adaptif,
sehingga secara langsung berkontribusi pada
pencapaian target kinerja Biro Umum.

yang mendukung indikator ini sebesar
Rp3.237.715.000 pada subkomponen
Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar
SAVIA VXYY | Wikt YioS r SobBiwwwp e
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1. @Dayi|U) "C|L&Y60 k|ndale

Indikator ~ Persentase  Penyelesaian
Temuan BPK Biro Umum merupakan ukuran
kinerja yang digunakan untuk menilai
tingkat penyelesaian atas rekomendasi
hasil pemeriksaan yang diberikan oleh
"zb AYS GBIl abi OCYLE 't 2 yOs (CB. bZEA)
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang berada dalam lingkup
kewenangan Biro Indikator ini
mencerminkan akuntabilitas dan responsivitas

Umum.

unit kerja dalam menindaklanjuti setiap temuan
pemeriksaan secara tepat waktu, sesuali
dengan rekomendasi yang tercantum dalam
REA Bt ARLaTAYS GBI okt 3eRBY#AYTBAS cbaSh
dihitung berdasarkan perbandingan antara
jumlah rekomendasi temuan yang telah
diselesaikan dengan total rekomendasi
temuan yang menjadi tanggung jawab Biro
Umum dalam satu periode pelaporan.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, indikator Persentase
Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum
memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Hal
ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti
secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Capaian ini menegaskan
bahwa mekanisme pengelolaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan telah berjalan

secara efektif, mulai dari proses identifikasi
temuan, penetapan langkah korektif, hingga

43

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini
mengacu pada Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang
mewajibkan setiap entitas yang diperiksa
untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil
pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak LHP
diterima. Selain itu, indikator ini juga selaras
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan BPK Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
Pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur
penting dalam menilai efektivitas sistem
pengendalian internal dan komitmen Biro
Umum terhadap pengelolaan keuangan
negara yang transparan dan bertanggung
jawab.

penyelesaian  administrasi.  Selain itu,
capaian ini juga menggambarkan soliditas
pengendalian internal, peningkatan kualitas
tata kelola keuangan dan administrasi, serta
komitmen organisasi dalam melakukan
perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian,
tingkat penyelesaian temuan yang tuntas ini
memberikan kontribusi langsung terhadap
penguatan akuntabilitas, transparansi, dan
kredibilitas pengelolaan program dan kegiatan
di lingkungan Biro Umum.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

2020 2021 2022 2023 2024
- 100 100 100 100
Target Realisasi Capaian(%) 0% &1 & 4an19Panao
100 100 100 -
Target 2025 Capaian tkld Target Target 2026 Capaian trld Target
INn1oégte InaXizte
100 100 100 100

Tabel 3.12. Target dan realisasi IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian
target kinerja Persentase Penyelesaian
Temuan BPK Biro Umum, telah dilaksanakan
sejumlah program dan kegiatan strategis
yang difokuskan pada penguatan tata kelola
dan peningkatan efektivitas tindak lanjut
hasil pemeriksaan. Biro Umum secara aktif
melakukan identifikasi permasalahan secara
komprehensif, serta membangun mekanisme
pemantauan berkala melalui koordinasiintensif
dengan unit-unit terkait, antara lain Biro
Keuangan dan BMN serta Inspektorat Jenderal
KKP. Selain itu, dilakukan pendampingan
teknis dan penguatan kapasitas SDM dalam

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan
dukungan sumber daya yang memadai.
Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

pengelolaan temuan, guna memastikan bahwa
setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti
secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan
ketentuan. Kegiatan lainnya mencakup
penyempurnaan dan penjelasan prosedur
yang berlaku sebagai bentuk tindak lanjut
temuan dan peningkatan akurasi pelaporan
melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Seluruh upaya tersebut merupakan komitmen
Biro Umum dalam menjaga akuntabilitas
keuangan negara dan mendukung terciptanya

tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel.

yang mendukung indikator ini sebesar
Rp3.237.715.000 pada subkomponen

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar
SAVA VXYY Wik Y oS r CobBivwwp s
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@Dayii|U] "C)L&YoT k]riDale

Indikator  Persentase = Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Biro Umum merupakan
ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh
mana rekomendasi hasil pengawasan internal
yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan
& CCB A Y& CBLch.d 2 Viy#h zEL 4 .E4 1 1A
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan, telah ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan secara nyata untuk mendorong
perbaikan kinerja di lingkungan Biro Umum.
Indikator ini menilai efektivitas pemanfaatan
hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan
tata kelola, penyempurnaan proses bisnis,
serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi. Persentase
dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi
pengawasan internal yang telah dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan
total rekomendasi yang diterima dalam
periode tertentu.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator Persentase
Pengawasan yang
Perbaikan  Kinerja
Biro Umum menunjukkan capaian sebesar

Rekomendasi Hasil

Dimanfaatkan  untuk
100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh
pengawasan internal
yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal

rekomendasi hasil

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
ditindaklanjuti dan secara
optimal dalam rangka peningkatan kinerja
Biro Umum. Capaian ini mencerminkan
komitmen tinggi Biro Umum terhadap prinsip
akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan
melalui respons yang cepat, tepat, dan terukur
terhadap temuan pengawasan. Pemanfaatan

dimanfaatkan

45

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
& (CBa yGe GBLch.d eljydy®d St & . & "LCYBA
bahwa setiap entitas pemerintah wajib
menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil
pengawasan internal sebagai bagian dari
proses pengendalian dan peningkatan kinerja.
Selain itu, pengukuran indikator ini juga
selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas
kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan
yBCalzS- & . Bavwdle. Y- An|9Es b “djlacs

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dj Oly#i St 4 . CCt &34 AGC ¢l - Sk
evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

berbasis bukti hasil pengawasan. Indikator ini
menjadi cerminan dari komitmen Biro Umum
dalam membangun budaya organisasi yang
adaptif, responsif terhadap pengawasan,
dan berorientasi pada peningkatan kualitas
layanan secara berkesinambungan.

rekomendasi tersebut telah diwujudkan dalam
bentuk perbaikan tata kelola administratif
serta penguatan pengendalian internal. Hasil
ini jJuga mencerminkan efektivitas koordinasi
antara Biro Umum dan Inspektorat Jenderal
dalam menjaga keselarasan antara fungsi
pengawasan dan pengambilan keputusan
manajerial. Keberhasilan ini diharapkan dapat
terus dipertahankan dan menjadi fondasi
dalam membangun budaya organisasi yang
adaptif dan responsif terhadap hasil evaluasi
dan pengawasan internal.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

2020 2021 2022 2023 2024
- - 100 100 100
Target Realisasi Capaian(%) 0% &1 & 4an19Panao
85 100 120% -
Target 2025 Capaian tkld Target Target 2026 Capaian trld Target
INn1oézte InaXizte
85 120% 86 120%

Tabel 3.13. Target dan realisasi IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan lingkup Biro Umum

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian optimal indikator Persentase
Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro
Umum tidak terlepas dari pelaksanaan
sejumlah program dan kegiatan strategis
yang mendukung efektivitas tindak lanjut
hasil pengawasan internal. Biro Umum secara
konsisten melaksanakan monitoring dan
tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil
pemeriksaan Inspektorat Jenderal melalui
forum koordinasi, penyusunan rencana aksi,
serta pelaporan progres penyelesaian secara
berkala. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
dilakukan secara sistematis melalui aplikas

SIDAK KKP, yang memungkinkan pemantauan
progres dan pelacakan status rekomendasi
secara real-time dan terintegrasi. Selain
itu, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dalam  memahami  substansi
temuan dan rekomendasi pengawasan juga
menjadi bagian penting dalam memastikan
bahwa setiap rekomendasi benar-benar
dimanfaatkan untuk perbaikan nyata terhadap
tata kelola dan kinerja Biro Umum. Program/
kegiatan ini secara keseluruhan memperkuat
budaya kerja yang responsif terhadap hasil
pengawasan dan berorientasi pada perbaikan
berkelanjutan.

DATA STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PER SATUAN KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIRO SUMBERDAYA MANUSIA

APARATUR .

Status: Sukses

100,00%

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
9605% 8 -----
Status: Sukses

Status: Sukses

BIRO KEUANGAN DAN BARANG BIRO HUKUM DAN DRGANISASI BIRD UMUM
1 100,00%, A e 100,00% oo oeeo oo 100,00% fmmmmmmm——————8
Status: Sukses Status: Sukses Status: Sukses
PUSAT DATA, STATISTIK LEMBAGA PENGELOLA MODAL BALAI PENGELOLAAN INFORMASI
DAN INFORMASI USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

______________ ™
Status: Sukses

78,82%

--------- [
Status: Sukses

______________ )
Status: Sukses

Gambar 3.21. Data status tindak lanjut hasil pengawasan per satuan kerja/unit pelaksanaan teknis

BAB Il Akuntabilitas Kinerja
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4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan
dukungan sumber daya yang memadai.
Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

1. @DayiiU] "AC|L-&o0 k)ridilé

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
A0y ® IjtC CBA ~MB A& Y 4 Zb 4 YT hzib 3
Barang/Jasa merupakan ukuran kinerja yang
digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan
anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek
ketepatan waktu, kesesuaian perencanaan,
efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. IKPA disusun oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan sebagai alat monitoring dan
evaluasi terhadap implementasi anggaran

belanja negara, dengan tujuan mendorong
peningkatan tata kelola keuangan negara yang
efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja
YTL ot tb i- "Bt BOY Ajtc CBOB & Y 4
dan Pengadaan Barang/Jasa memperoleh
JEALE oS rCobBiwDOViSE "4 T ALYTGEB S
oS rSotRiwIRjTHL AlCYVALbALIE AcSBaS Y Y " 1A
lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024
oS rCabBUVPNURLATA T ¢ JOB 17 & & YElchod
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
anggaran yang semakin membaik.

Pada aspek perencanaan anggaran,
Satker telah melaksanakan revisi anggaran
oSt St A |viBSjlalhgiy” AaSBckin|ABSjlaldyZ0va
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yang mendukung indikator ini sebesar
Rp3.237.715.000 pada subkomponen
Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar

SAVI VXYL Wikt YaoS rCobBvwwp s

Pengukuran IKPA mencakup sejumlah
indikator teknis, antara lain revisi DIPA, deviasi
halaman 1ll DIPA, penyerapan anggaran,
penyelesaian tagihan, pengelolaan UP
dan TUP, kesesuaian rencana penarikan
dana, serta capaian output. Dasar hukum
pelaksanaan indikator ini mengacu pada
YOBLECYBE & SC (CBl OSYL ‘& 4 O, | BA WOk
PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga, serta pedoman teknis
yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Capaian IKPA
menjadi cerminan komitmen satuan Kkerja
dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran
yang berkualitas dan mendukung kinerja
organisasi secara menyeluruh.

dengan capaian tetap optimal sebesar
100%. Hal ini disebabkan karena seluruh
proses revisi dilaksanakan sedemikian rupa
sesuai ketentuan penilaian IKPA. Namun
demikian, nilai deviasi RPD sebesar 70,60%
menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian
antara rencana penarikan dana dan realisasi
aktual. Hal tersebut sebagai akibat dinamika
pelaksanaan tugas, efisiensi anggaran, serta
beberapa penyesuaian kegiatan yang harus

dilakukan di tengah tahun anggaran.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Pada aspek pelaksanaan anggaran,
capaian menunjukkan kinerja yang kuat.
Realisasi anggaran tahun 2025 per tanggal
13 N& YEBA 2naxd . © JEALE wonti zt &
[SBA ¢S ala. & LEALR wevsntd BALLTEL -1k 4
selesai terealisasi. Capaian ini lebih baik
dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar
UpWUEROTERrSE B4 - B (YR ArSBLZLIALZES
angka 100, yang merefleksikan ketepatan

waktu pelaksanaan kontrak, kelancaran
pembayaran, serta kedisiplinan terhadap
jadwal pengadaan. Penyelesaian tagihan

juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan
ketepatan penyampaian SPM, Kketertiban
administrasi, serta penyelesaian tagihan
kontraktual dan nonkontraktual secara tepat
waktu.

Pada aspek pengelolaan kas, nilai
AC 'C it i eyEUayi | C JHALE  wwwxg
meningkat 2,61 poin dari tahun 2024 sebesar
wUNpDVE - Qo TAY- 4 >BS Y old BSj Cjl "4 kal.d
perlu ditingkatkan untuk menjaga konsistensi
kinerja di tahun berikutnya. Selain itu,
pelaksanaan belanja APBN di tahun 2025
dilakukan tepat waktu sehingga tidak terdapat
penggunaan dispensasi SPM, yang sekaligus
mencerminkan tertib administrasi dan
pengendalian keuangan yang baik. Secara
" CoCYBY .t Vi JEALIL 4 0y & aSrSoatBi wovovi
menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran
Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/
Jasa telah berjalan efektif, terkendali, serta
berkontribusi langsung pada kualitas tata
kelola keuangan yang efisien, transparan, dan
akuntabel.

2020 2021 2022 2023 2024
- - wnwo YVpX
Target Realisasi Capaian(%) 0S¢ &1 & 4In19Panao
{J] vHby 103,84 1,77
Target 2025 Capaian trld Target Target 2026 Capaian trld Target
IN1oicke anaXizte
vl 103,84 wavn 103,72

Tabel 3.14. Target dan realisasi IKU indikator pelaksanaan kinerja anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

YT JEALIL & 10y 4 aSrSabBi WovOVa izt 4
terlepas dari pelaksanaan berbagai langkah
penguatan manajemen pelaksanaan anggaran
yang dirancang secara sistematis. Upaya
penguatan perencanaan dilakukan melalui
pengendalian revisi DIPA agar tetap sesuai
ketentuan, penyelarasan kebutuhan program
dengan alokasi anggaran, serta pengendalian
deviasi RPD melalui penyesuaian perencanaan
yang lebih realistis dan adaptif terhadap
perubahan pelaksanaan kegiatan.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

Pada tahap pelaksanaan anggaran,
Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/
Jasa menerapkan disiplin realisasi anggaran
melalui percepatan proses pelaksanaan
program, penguatan manajemen kontrak, serta
penjaminan ketepatan waktu penyelesaian
tagihan. Proses pengelolaan UP/TUP dilakukan
dengan prinsip kehati-hatian, ketertiban
administrasi, dan monitoring penggunaan
dana secara berkala untuk memastikan
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kesesuaian dengan ketentuan serta menjaga
efektivitas pengelolaan kas. Penguatan sistem
pembayaran dan kedisiplinan penyampaian
SPM juga menjadi bagian penting dalam
memastikan tidak adanya dispensasi SPM
sepanjang tahunberjalan. Selainitu, penguatan
koordinasi internal, peningkatan kapasitas
pengelola keuangan, serta pembinaan
terhadap pelaksana teknis turut mendukung
peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
Monitoring dan evaluasi rutin, penyusunan
strategi percepatan pelaksanaan anggaran,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIRD UMUM SETJEN KKP

serta tindak lanjut atas hasil evaluasi menjadi
instrumen penting dalam menjaga kinerja IKPA
tetap berada pada kategori tinggi.

Melalui pelaksanaan rangkaian program
dan kegiatan tersebut, Satker Biro Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa mampu memastikan
pelaksanaan anggaran berjalan efektif, tertib,
dan akuntabel, sehingga menghasilkan
capaian IKPA yang melampaui target dan
menunjukkan tren perbaikan kinerja dari tahun
sebelumnya.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumpai Dengan : PESEMBER

Kualitas Kusalitas Hasil
F:nnmun Kualitas Pelaksanaan Anggaran P:Mﬁ;:n S I A
nggaran spe
Mo | oo | "B | Setar | Urtien Satker | Keerangan Tot | Bowor | 5y 2™ | Totsconversi
Rovis! lz.’."”"" Penyerapan | Belanja | Pany 1 | Pang : {renmimag) Bobot)
oipa | THATA | Anggaran | Kontraktual | Tagihan | UPdan TUP Qutput
Milai 100.00 70.60 100.00 100.00 100.00 99.36 100.00
EIE?UMUM Babaot 10 15 20 10 il L] 25
1| 175 | 032 | E2R0B1 | Lo amaaN al 8553  100% 0.00 95.53
BARANGLASA Milai Akhir 10.00 10.58 20.00 10.00 10.00 884 25.00
Milai Aspak 85.30 99.84 100.00
Gambar 3.22. Indikator pelaksanaan anggaran
4. Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian yang mendukung indikator ini sebesar
indikator kinerja secara optimal, diperlukan Rp3.237.715.000 pada subkomponen

dukungan sumber daya yang memadai.
Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

1. @Dai|U] MCIL&Udd kirdile

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
merupakan indikator kinerja yang digunakan
untuk menilai kualitas proses perencanaan
anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja,
khususnya dalam hal keselarasan antara
perencanaan dan penganggaran, ketepatan
waktu penyusunan dokumen perencanaan,
serta ketepatan alokasi anggaran terhadap
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Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar
SAVI VXYL |WikchYaoS rCobBvwwp s

prioritas program dan kegiatan. Indikator
ini  mencerminkan sejauh mana satuan
kerja mampu menerapkan prinsip-prinsip
perencanaan anggaran yang efisien, efektif,
berbasis kinerja, dan mendukung pencapaian
sasaran strategis organisasi. Penilaian
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang
dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
melaluiDirektoratJenderal AnggarandanDitjen

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Perbendaharaan, dengan mempertimbangkan
aspek ketepatan waktu, kualitas perencanaan,
serta kepatuhan terhadap regulasi yang
berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini
merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, yang
mengatur prinsip, mekanisme, dan tata cara

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum
dan Pengadaan Barang/Jasa memiliki
capaian kinerja oSpSotBi WovXVi ShzbokE & 3
Nota Dinas Biro Keuangan dan BMN Nomor
138/SJ.2/RC.610/1/2026. Biro Umum telah
melaksanakan berbagai langkah strategis
untuk mendukung capaian indikator ini, antara
lain melalui penyusunan perencanaan yang
lebih akurat dan terintegrasi dengan sistem

penyusunan perencanaan dan penganggaran
berbasis kinerja. Selain itu, indikator ini
juga merujuk pada KMK Nomor 466 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi
Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan
Anggaran. Nilai kinerja ~ perencanaan
anggaran menjadi salah satu indikator dalam
memastikan efektivitas pengelolaan anggaran
dan akuntabilitas di lingkungan Biro Umum.

penganggaran, penguatan koordinasi internal
zZEL 4 AB aSad AC SYaY- £ 4 50 POfRvA aSBcka
pelaksanaan review dan penyesuaian rencana
kerja secara berkala. Upaya-upaya tersebut
menunjukkan komitmen organisasi dalam
meningkatkan kualitas perencanaan anggaran
secara berkelanjutan, yang diharapkan akan
berdampak positif terhadap capaian indikator
ini pada saat penilaian akhir tahun dilakukan.

2020 2021 2022 2023 2024
- - - 86,18
Target Realisasi Capaian(%) 0¢ &1 & 3an19PInao
71,5 YOVXV 120 wno

Capaian thd Target
B)ARore) of 2

71,5 120

Target 2025

Capaian thd Target
AR e of 3

71,75 120

Target 2026

Tabel 3.15. Target dan realisasi IKU Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, telah
dilaksanakan berbagai program dan kegiatan
yang difokuskan pada peningkatan kualitas
proses perencanaan dan
Upaya tersebut antara

penganggaran.
lain optimalisasi

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

penyusunan rencana kerja dan anggaran
yang dilakukan secara lebih sistematis,
partisipatif, dan berbasis data. Biro Umum
juga mendorong peningkatan kapasitas
perencana dan pengelola anggaran melalui
keikutsertaan dalam forum bimbingan teknis,
konsultasi dengan Kementerian Keuangan,
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serta pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja
tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan
penguatan koordinasi lintas unit untuk
memastikan keselarasan antara rencana
kegiatan dan kebutuhan riil program yang
akan dilaksanakan.

Dalam mendukung proses tersebut, Biro
Umum secara aktif memanfaatkan berbagai
platform digital seperti  KRISNA
untuk proses perencanaan dan penganggaran
yang terintegrasi, satuDJA untuk validasi
dan komunikasi data perencanaan dengan

nasional,

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan
dukungan sumber daya yang memadai.
Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

1. @Dayi|U] iC|L&Y60 k|ndile
Persentase Penyelesaian Program
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang
digunakanuntukmenilaitingkatketerlaksanaan
program penyusunan regulasi yang menjadi
tanggung jawab Biro Umum, baik dalam bentuk
peraturan menteri, keputusan, maupun produk
hukum lainnya yang mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini
dihitung berdasarkan perbandingan antara
jumlah rancangan produk hukum yang telah
diselesaikandenganjumlah keseluruhan target
penyusunan yang tercantum dalam rencana
kerja tahun berjalan. Pengukuran indikator ini
bertujuan untuk memastikan bahwa proses
penyusunan peraturan dilakukan secara tepat
waktu, sistematis, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Direktorat Jenderal Anggaran, serta SAKTI
dalam proses pencatatan dan pelaporan
anggaran secara elektronik. Pemanfaatan

sistem-sistem digital ini tidak hanya
mempercepat proses administrasi, tetapi
juga meningkatkan akurasi, transparansi,

dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan
perencanaan anggaran. Dengan dukungan
perangkat digital yang terintegrasi, proses
perencanaan anggaran Biro Umum diarahkan
untuk semakin berkualitas, adaptif, dan sesuai
dengan prinsip pengelolaan keuangan negara
yang baik.

yang mendukung indikator ini sebesar
Rp3.237.715.000 pada subkomponen
Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar
SAVR VXYL |WikchYaoS rCobBRvuwp s

Pada tahun 2025, program penyusunan
peraturan perundang-undangan yang menjadi
tanggung jawab Biro Umum difokuskan pada
penyusunan regulasi terkait Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Regulasi ini disusun sebagai bagian
dari upaya penguatan tertib administrasi dan
standarisasi komunikasi kedinasan di seluruh
unit kerja KKP, baik di pusat maupun daerah.
Penyusunan peraturan tersebut bertujuan
untuk menyediakan landasan hukum yang
jelas, seragam, dan terkini dalam pelaksanaan
korespondensi  resmi, sejalan dengan
dinamika organisasi dan perkembangan
sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Indikator ini dilaksanakan berdasarkan
amanat Peraturan Menteri Kelautan dan
VOBl & &4 O _ B X2&/]53|GPOYEInIni
tentang Pembentukan Produk Hukum di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, yang mengatur bahwa setiap
penyusunan produk hukum harus melalui
proses perencanaan, harmonisasi, dan
penetapan sesuai prosedur yang baku. Fokus
pada tata naskah dinas juga menunjukkan

2. Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, indikator Persentase
Penyelesaian Program Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan Biro Umum
memiliki capaian sebesar 100%. Capaian ini
menunjukkan hasil yang signifikan dalam
tahapan penyusunan regulasi terkait Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Hal ini mencerminkan
keseriusan dan komitmen Biro Umum dalam
memastikan bahwa proses pembentukan

komitmen Biro Umum dalam menciptakan
sistem administrasi pemerintahan yang
efektif, efisien, dan mendukung akuntabilitas
kelembagaan. Penyelesaian regulasi ini
diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum dan panduan teknis yang jelas bagi
seluruh pegawai dalam menyusun, mengelola,
dan mendistribusikan  dokumen  resmi
kedinasan secara profesional dan terstandar.

partisipatif, dan sesuai prosedur yang berlaku.
Analisis terhadap capaian kinerja pada periode
ini menunjukkan bahwa proses berjalan
sesuai dengan jadwal yang direncanakan
dan berpotensi untuk mencapai target 100%
pada akhir tahun. Keberhasilan penyelesaian
regulasi ini nantinya akan berkontribusi
langsung terhadap peningkatan kualitas tata
kelola administrasi kedinasan di lingkungan
KKP.

regulasi dilaksanakan secara sistematis,
2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisasi Capaian(%) 0¢ t1 & 3an19Panao
100 100 100 -
Target 2025 Capaian thd Target Target 2026 Capaian thd Target
IN1Hgte anNaXaete
100 100 100 100

Tabel 3.16. Target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Administrasi,
Pengadaan Barang/Jasa dan Pelayanan Pimpinan

3. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian
indikator kinerja ini, Biro Umum telah
melaksanakan kegiatan strategis guna
mendukung pencapaian IKU Penyelesaian
Program Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan. Kegiatan pertama adalah rapat

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah
Dinas bersama Kementerian Hukum dan HAM
pada 15 Juli 2025, yang dilaksanakan secara
daring dan luring di Ruang Rapat Bawal.
Harmonisasi ini menjadi tahap penting untuk
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memastikan rancangan peraturan selaras
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta menghindari potensi disharmoni

regulasi.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut,
dilakukan penetapan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun
2025 tentang Tata Naskah Dinas pada 12
Agustus 2025. Penetapan ini sebagai bentuk
penyelesaian proses penyusunan regulasi
sekaligus memberikan dasar hukum yang
jelas dalam pengelolaan tata naskah dinas di
lingkungan KKP.

4. Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian
indikator kinerja secara optimal, diperlukan
dukungan sumber daya yang memadai.
Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran

3.3 Kinerja Anggaran

Pada tahun 2025, total pagu anggaran
lingkup Satker Biro Umum dan Pengadaan
Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat
sebesar Rp572.617.766.000. Dari jumlah
tersebut, sebesar Rp55.235.864.000 masih
dalam status blokir, sehingga pagu efektif yang
CBoCZIEd £ZE L . & aS rSokBd SAD |V |'WNIMNNY
Realisasi anggaran berdasarkan mekanisme
ljyagid | & JEALlR SAD|OHpYLAXpPItAPVE kcEYa
oS IcEBAWONTZERAL  YIOOC (PHjS C chBhiACYVA
realisasi berdasarkan metode akrual tercatat
aS rSatBi SAD|pYYNPIIpYVIECEYd, & JEAL]
WYWYONEl ZEBR ¢ A AL YA ©C (4 FLALIE AL T
mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran
yang cukup progresif di tengah dinamika
organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran.

i
A
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Gambar 3.23. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang mendukung indikator ini sebesar
Rp3.237.715.000 pada subkomponen
Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar
SAVRVXIDYLD |WakehY oS rSatiivwwpt?

Dengan pagu efektif sebesar
SAvavypaonnNna - ~MBa & Y 4 (Ch.d
merealisasikan anggaran sebesar

SAQV PP WXP XYALCEYA0S rCobBwwpY L ZEB
pagu efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa
Biro Umum menjadi kontributor signifikan
dalam serapan anggaran lingkup Sekretariat
Jenderal, baik dalam hal operasional
perkantoran, protokoler, pengelolaan layanan
umum, maupun sarana dan prasarana internal.
Dalam konteks ini, Biro Umum dan memiliki
pagu terbesar dan menyumbang lebih dari
85% dari total realisasi Sekretariat Jenderal.
Selanjutnya, dengan adanya pemisahan
secara kelembagaan nantinya, diharapkan
tata kelola anggaran dapat lebih terfokus
dan akuntabel sesuai dengan fungsi masing-
masing unit kerja.
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3.4 Tindaklanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen terhadap
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
dan akuntabilitas kinerja, Biro Umum
tindak lanjut atas
rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun
2024. Secara umum, seluruh rekomendasi
telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan
perencanaan kinerja, peningkatan kualitas
indikator, serta penguatan sistem monitoring
dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja
dapat lebih baik dari tahun 2023 dan 2024
serta capaian PM SAKIP Tahun 2025 lebih
baik dari tahun 2024. Namun demikian, fokus
perhatian diarahkan secara khusus pada
aspek Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
A0y #i. G "1 "R JEALIL 430y dck. Y- 42n29i
belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal
ini menjadi perhatian strategis karena IKPA
merupakan salah satu indikator utama dalam
menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
serta mencerminkan kualitas

telah melaksanakan
hasil

anggaran,
belanja dan ketepatan pelaksanaan kegiatan.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

Dalam konteks ini, Biro Umum sebagai
satker induk memiliki penting dalam
pengelolaan layanan internal Sekretariat
Jenderal. Berbagai langkah telah dilaksanakan
oleh Biro Umum untuk memperbaiki kinerja
pelaksanaan anggaran, antara lain dengan
melakukan evaluasi internal atas proses
perencanaan dan  eksekusi kegiatan,
penyesuaian jadwal pelaksanaan belanja,
peningkatan akurasi perencanaan kebutuhan,
penguatan realisasi
anggaran melalui
pelaporan yang lebih responsif.

serta pengendalian

pemantauan rutin dan

Tindak lanjut tersebut diharapkan
dapat memberikan dampak nyata terhadap
perbaikan capaian IKPA pada tahun 2025,
sekaligus memperkuat kontribusi  Biro
Umum dalam mendukung peningkatan
kinerja kelembagaan secara keseluruhan di
lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
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BAB 4

Penutup

Sebagaimana siklus daun yang menyempurna, bab ini
merangkum perjalanan nilai dan proses yang telah dilalui.
Penutup  bukanlah  akhir, melainkan jeda  menuju
pertumbuhan berikutnya—refleksi dari semangat progresif
yang tak berhenti.

Penutup

LaporanKinerjaBiroUmum Tahun 2025 ini
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diamanatkan serta mengukur capaian kinerja
berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dari
total12indikatorkinerjaBiroUmumTahun 2025,
capaian indikator kinerja organisasi adalah
sebesar 110,55% dalam kategori listimewali.
Capaian ini mencerminkan komitmen yang
kuat dari seluruh jajaran Biro Umum dalam
mendorong peningkatan kualitas layanan
internal, efisiensi pelaksanaan anggaran,
serta penguatan tata kelola pemerintahan
yang baik.

Meskipun demikian, evaluasi atas
pelaksanaan program dan kegiatan
menunjukkan bahwa masih terdapat ruang
perbaikan, khususnya dalam pemenuhan
target beberapa indikator dengan tantangan
yang semakin fluktuatif. Tindak lanjut atas

BAB IV Penutup

rekomendasi SAKIP Tahun 2024 juga telah
dilaksanakan secara menyeluruh, dengan
fokus utama diarahkan pada peningkatan

T1CBtd ACL ob Bb A & B4 20y #

mengingat capaian IKPA tahun sebelumnya
belum mencapai target.

Biro Umum akan terus memperkuat
pengelolaan kinerja yang berbasis outcome,
meningkatkan  kapasitas sumber daya
manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dalam mendukung
pelaksanaan tugas. Laporan kinerja ini
diharapkan tidak hanya menjadi instrumen
pelaporan formal, tetapi juga sebagai alat
refleksi dan pembelajaran berkelanjutan
dalam mewujudkan Biro Umum sebagai unit
kerja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi
hasil dalam mendukung kinerja Sekretariat
Jenderal dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan secara keseluruhan.
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Lampiran

Penghargaan yang diperoleh Biro Umum Tahun 2025
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INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN wawen Mg id SUREL ifiri@ihis o il

Momor ¢ B.145TJ 1/HP 430/0V/2025 22 Mei 2025
Sifat : Segera

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal KKP

¥ih. Kepala Biro Umum
di Jakarta

Menindaklanjuti tugas dan fungsl yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal KKP
telah melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik pada Klinik
Pratama Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada
tanggal 5 s.d. 9 Mei 2025, sesuai Surat Tugas Insg Jenderal K
Kelautan dan Perikanan Nomor B.125/1TJ 1/KP.440/V/2025, tanggal 5 Mei 2025.

Lampiran

Peringkat pertama Satker dengan Implementasi KKP
JDiY)iAA) G| kDTEaK  nidaiaiy
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN METAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELERPON [021) 3515070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Dalam rangka sk yang =fekif, transparan,
akuntabel dan berorlentasi pada hash, kaml yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama Sofiyanto
Jabatan - Pit. Kepala Bire Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Selanjutnya disabut PFIHAK PERTAMA

Mama - Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan - Sekretaris Jenderal

Selakis atasan pihak pertama, selanjuinya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjan]i akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinega jangka menengah

sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

PIHAK KEDUA akan mefakukan supervsi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerfa dari peranjian Inl dan mengambil tindakan yang
diperukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal Filt. Kepala Biro Umum dan

M Pengadaan BaranglJasa

# Rudy Heriyanto Adi Nugreho Sofiyanto

A\ A4

18NWEl) h3h8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pemerintahan yang Balk Indeks Tata Kelola Pangadaan

di Bidang Pengelolaan | Barang/Jasa KKP (indeks) -
Administrasi, Pengadaan | Nilai reafisasi pagu paket yang dilakukan
Barang/Jasa dan 3 | tender dibandingkan total pagu pakst yang
Ketatausahaan Pimpinan | | diumumkan dalam RUP (nilai)

Milai Survel Kepuasan Masyarakat
Layanan Promkoler dan Ketatausahaan

'y

7| Tata Kelola 1 ‘rmgkamugual.sasm@ KKP (nifal) '55

B

o

tn|

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat
|| KKP initai}

85

@

Milai F

,.‘

F Rencana Umum P
Sekretanal Jenderal yang Diumumkan

an

Persentase Pataksanaan Manajeman
Hemal Energl Kantor Pusat KKP (%)

Persentase Usulan Tender yang
Ditindaklanjuti UKPEJ KKP (%)

75

2 | Terwujudnya Layanan 10 | Nilai PM SAKIP Biro Lmum dan

Dukungan Manajemen | Pengadaan Barang!dasa (nilal)______|
yang Baik Lingkup Biro |11 | Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum
Umum dan Pengadaan | | dan Pengadaan BarangfJasa (indeks)
BaranglJasa 12 | Persentase Penyslesaian Temuan BPK
lingkup Biro Umum dan Pengadaan

| | BaranglJasa (%)

B7

87

13| Persentase Rekomandasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbalkan Kinerja Bira Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa (%)

85

Z|

Indikatar Kinera Pelaksanaan Anagaran
(IKPA) Satker Biro Umum dan Pengadaan

a2

|| Barang/Jasa (nilal}
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Satker Biro Umum dan Pengadaan
B /Jasa {M

n

715

G F'ersenlase Penyalesaian Program
Peraturan F
Undangan bidang Pangelolaan
| Administrasi. Pengadaan Barang/Jasa dan
Ketatausahaan Pimpinan (%

[ Larbar Pangasanan

| eraia Bagisn Fuman M

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

A Rudy Heriyanto Adi Nugroho

[ Lerminar Pangasahan

*apala Baglan Rumah
Tangga dan Pertengkapen

59

Jakarta, =~ Januari 2025

PIHAK PERTAMA
Pit. Kepala Biro Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa

N

Sofiyanto

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDERA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JK2 10041
& TELEFON [021) 3518070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520261
Dot LAMAN e, b, s,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

Datam rangka uclk il yang efektif,
dan berorientas! pada hasil, kami yang hen‘.arda tangan di bawah ini :

Nama : Sofiyanto
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Mama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan - Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA beranji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperll

yang telah dil datam dan k
pencapaian target kinerja tersebut menjadi Imggunq jawab kami.
PIHAK KEDUA akan p yang seria akan evaluas

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, & April 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Umum

~

Rudy Heriyanto Adl Nugroho Sofiyanto

Data anggaran:

KEGIATAN

DlEP)IoP:NWN 4 1Tt h3hs

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

Tata Keloka | 1 | Tingkat Digitalisas: Arsip KKP (nilai
Pamenintahan yang 2 | Nilal Survei Kepuasan Masyarakat Layanan
Baik di Bidang || Protokoler dan Ketatausahaan Pim|
Pengelolaan 3 | Milal Survei Kepuasan Masyarakat Layanan a5 |
Administrasi, Umum | | Kerumahtanggan Kantor Pusat KKP |
dan Ketatausahaan 4 | Nilai Peng i 80
Pimpinan Jdenderal KKP (nilai)
ERL F Hemat 76
Energl KKP (%) -
Terwujudnya Layanan | 6 | Mifai PM SAKIP Biro Umum (nilai) B7
Oukungan Manajemen | 7 | Indeks Profesionaiitas ASN Biro Umum (indeks) | B7
yang Baik Lingkup Biro | 8 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro a0
Urnirn L _lu Umum (%)
9 i Hasil F a5
yang Dimanfaatkan untuk Perbaiian Kinerja l
Biéro Uimum (% |
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | a2 |

Satker Biro Umum (nikai)

Umum {nila'}

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro 715

|10
1
12

Program Peny
Peraturan Peamdang -Undangan bidang

Pengelolaan Administrasi, Umum dan
Ketatausahaan Pimpinan (%,

ll 287.452.276.000

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Lembar Pengasahan
¥abag Rumah Tangga
dan Perlengkapan

Lampiran

2B7 A%

PIHAK PERTAMA
Kepala Bire Umum

Sofiyanto

60
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
RTA 10410 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEFON (021} 3518070 (LACAK). FAKSIMILE {021) 3520351
ot agran® LAMAN wwy. b go. 1]

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO UMUM

Dalam rangka i T P i yang efekif, p
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini
MNama : Sofiyante
Jabatan : Kepala Biro Umum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Mama : Rudy Herlyanto Adl Nugroho
Jabatan  : Sekretaris Jenderal
Salaku atasan pihak pertama. salanjuinya disabut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapal target kineda jangka
menengah sepertl yang telah dalam d [=

Keberhasilan dan ; lan target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan supervisi yang di serta akan

evaluasi terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pember; b dan sanksi.

Jakarta, - Desember 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Sekretaris Jenderal Kepala Bira Umum

Dilénljén k)rdaleP|ioy:NwN + @DUDNEDI h3hs

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIRO UMUM
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
1| Tata Kelola | 1| Tingkal Digitalisasi Arsip KKP (nilai} | 85
| Pemerintahan yang 2 | Nilai Survel Kepuasan Masyarakat B85 [
| Baik di Bidang Layanan Protokoler dan Ketatausahaan
Pengelolaan Pimpinan {nitai
Administrasi dan WPSLIN_.?I Kepuasan Masyarakal T‘
Ketatausahaan 3 | Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat
Fimpinan .| KKP {nilai) X . I
4 | Nitai Peng i 80 |
Jenderal KKP (nilai)
5 | Py P K 75 1
. Hemat Energi Kantor Pusat KKP (%]}

2 | Terwujudnya Layanan | & | Nilai PM SAKIP Biro Umum {nilai) BT |
Dukungan Manajemen | 7 | Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum 82
yang Baik Lingkup Biro || (indeks)

Umum 8 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK 100
| lingkup Bira Umurn (%)
9 | Persentase Rekomendas| Hasil B5

Pengawasan yang Dimanfaatkan uniuk |
Perbaikan Kinerja Biro Umum (%) | |

110 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 8z
({IKPA) Satker Biro Umum dan PB.J (nilai} |
11| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 75 |
| Satker Biro Umum dan PBJ nila) | |
12 | Persentase Penyelesaian Program 100 |

Penyusunan Peraturan Menteri dan
Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan |
| i Uum dan

| Pimpinan (%] ="

1 Publik dan Umum

Snﬁynnhnw-ﬁ/
Data Anggaran :
vl e
il

*Total Anggaran Biro Umum Tahun 2025

Jakarta, 1 Desember 2025

PiIHAK KEDUA
Sekrefaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Fepala Biro Umum

N

Safiyanto M

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025
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Lampiran

<L L
ARSI HASIDNAL
REPUBLIK INDOWESIA
Momar @ TAAK O1.002/2026 Jakarta, 2 Januari 2028
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

‘th. Menter Kelautan dan Perikanan
di

Jakarta

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkemitmen dalam

judian tata kefola p intahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan
urusan i i bidang ipan melalui peng: i
g kearsipan juga pengelolaan arsip eleh yang

diveujudkan dalam tingkat dig

i arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi
reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunsan
Aparatur Negara Momor 2 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birckrasi, Hasil
pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elekironik yang dilaksanakan oleh Tim

F ANRI Keputusan Kepala ANRI Nomor

342 Tahun 2025 tentang Milai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Milai Tingkat

Crgltalisas Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dikumen in telah

[BSFEY, B Sitar i Sand Nagats (RSN

e

Nilal hasil pengawasan kearsipan tabun 2025 pada Kementerian Kefautan dan

Perikanan adalah sebesar 96,23 (sembilan puluh enam koma dua tiga) dengan
kategori “AA (Sangat Memuaskan)” dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Nilai Hasll Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hilai Hasil Pengawasan | NHP 2025 Bobot NHP x Bobot
Eksternal | s8e2 60%
| Internal | 70 40%
Hilal Akamulasi

Pada masa transisi implementasi Keputusan Kepala ANRI Nomor 120 Tahun

2025 tentang F Atas

Kepala Arsip Repubiik

Nemor Z50° Tahun 2024 Tentang F Atas F

Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, maka

nilai hasil pang b ipan internal nilai rata-rata unit pengalah
yang diambll secara sampling.

Adapun nilai ingkat digitalisasi arsip pada Kementerlan Kelautan dan Perikanan
sebesar 84,91 (sembilan puluh empat koma sembilan satu) dengan kategor “AA
(Sangat Memuaskan)”.

Sebagai bahan p bl I dalam It 1l hasil

g di L dan Peril .b ini
kami sampaikan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2025 sebagaimana
terlampir

Kami sangal mengapresiasi upaya Bapak beserta seluruh jajamn untuk

mutu apan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami

berharap hasil pengawasan atas kualtas penyelenggaraan kearsipan dapat

Kinerja ian dan F

ook
yang deerbikan oleh Bain Besar Serifkas Blekoni (BEIEL, Badan Siber dan Sand Negem (BSSH),

Atas ian Bapak Menteri

dan Paril kami ikan terima

Tembusan:
1. Wakil Presiden Republik Indonesia;

Kapala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Mego Pinandiio

2, Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Desumen ini ngan
Saa Besar

. Badan Sitar dan Sand: Hegar (ESSH)
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

¥th.

Carn
Hal

Tanggal

moh oW

NOTA DINAS
Nomor | 2108806/ TU 4 1VAINZ025

. Para Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretarial Jenderal;
. Bekretaris Inspekiorat Jenderal;
. Para Sekretaris Direkioral Jenderal;

Para Sekrelaris Badan;

. Direkiur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan

Perlkanan.

: Kepala Bira Unuem

: Hagil Survei Kepuasan Masyanaket terhadap Layanan Protokolor dan
Helaausahaan Pimpiran sera Layanan Kerumahtanggaan Kantor
Pusat KKP

: 2 Dasember 2026

Sehubungan dangan lelah dilak survel

(6UOLGLD

[—

4. -6Fé|en [&U)t ~DrHeFeUsn kD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

¥th

Dari
Lampiran
Hal
Tanggal

MOTA DINAS
HNOMOR 2087/5J.6TU 2200012025

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal

2. Bakretaria Inspekiorat Jenderal

3 Para Sekretaris Badan

4. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
5. Para Direkiur lingkup Direktorat Jenderal

6. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal

7. Para Kepala Pusat ingkup Badan

& Para Kepala Unit Pefaksana Teknis

: Kepatz Biro
- GaluBerkas

Umum

Ralat

Hasil F 1 Kearsipan internal KKF tahun 2025

28 November 2025

oA~

eu

UJFén kk ™

g
E

terhadap terhadap layanan protokoler dan ketatausahaan pimpinan sera layanan
kerumahianggaan kanlor pusal KKP, bersama ini kami sampaikan  hasil sure
dimaksud. Adapun palaksanaan survai dan pengolahan data mengacu kepada
PERMEN FAN-RB Momor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
LY Unit Pany: Falayanan Publik.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh hasil berupa indeks

F k hadap layanan 1 kantar pusat KKP sehesar

93,99 dengan kalegon mulu pelayaran sangat baik serla indeks kepuasan

masyarakal lerhadap layanan prolokoker dan ketalausahaan pimpinan sobesar 93,95
dengan kalzgon mulu pelayanan sangat baik.

Damian kami i Atas terima kasih.
-‘ Ditandatangani
Secarn Elekironlk
Saoflyanto
Ternbusan:

Sakrataris Jendaral

ara elhirenik serifikist ranik yomg telh
dierbigkon oleh Falni Scrtifikasi Flektrenik (BScE), Badan Sfber dan Sandi Megams.

Menyusulil Nota Dinas Nomor 2021/5) &TU 220012025 tanggal 21 Movember 2025
hzl Penyampatan Hasil Pengawasan Kearsipan internal KKP tahen 2028, bersama nj kami
sampalkan barwa terdapat
kearsipan internal KKP tahun 2025 khususnya pada data pemeringkatan hasil verifikasi
pada unit pengolah di lingkungan kantor pusat. Namun demikian rekap basil penilalan tidak

katan hasi

sistem dalam

mengakami perubahan, saat ini kami telah :

data terlampar,

Afas perhatlan dan kerja sama Saudara, kamiucapkan tenma kasih

Tembusan:

B

kembali

Sekretaris Jenderal

i telah d soema elehmonik

Soflyante

Ditandatangani
¥ Secara Elekironik

] YRS U B PR R OGP TR T )

serifikan cbebneanik yog teloh

htertutn aleh Balnl Sertiflust Hlelarsalk (1507, Daidan Sther dan Sandk Negaim
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LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : AK.01.00/2/2025

TANGGAL: 31 Desember 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
NOTA DINAS
Nomor | 21080506/ TU 4 107XIN2026
th, 11, Para Kepala Blro/Pusat Lingkup Sekretarat Jenderal;
2, Sekretars Inspekiorat Jenderal;
3, Para Sehretaris Direkiorat Jenderal;
4. Para Sehretaris Badan;
5. Dirakiur Lombaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan.
Cari + Kepala Bira Umum
Hal : Hagil Survei Kepuasan Masyanaket terhadap Layanan Protokolor dan
Helaausahaan Pimpiran sera Layanan Kerumahtanggaan Kantor
Pusat KKP
Tanggal : 2 Dasember 2026
Sehubungan dangan lelah dilak survel  kef k
terhadap terhadap layanan protokoler dan ketatausahaan pimpinan sera layanan
kerumahianggaan kanlor pusal KKP, bersama ini kami sampaikan  hasil sure
dimaksud. Adapun palaksanaan survai dan pengolahan data mengacu kepada
PERMEN FAN-RB Momor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
K Unit Parye Pelayanan Publik.
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh hasil berupa indeks
F k P layanan pgaan kanlar pusal KKP sehesar
93,99 dengan kalegor mulu pelayanan sangat baik sera indeks kepuasan
masyarakal lerhadap layanan prolokoker dan ketalausahaan pimpinan sobesar 93,95
dengan kalzgon mulu pelayanan sangat baik.
Damian kami i Atas terima kasih.
y Ditandatangani
” Secarn Elekironlk
Saoflyanto
Ternbusan:
Sakrataris Jandaral
i 1elh dis  saeara eleimenil sersifiliat shelranik yomg teloh
dierbigkon oleh Falni Scrtifikasi Flektrenik (BScE), Badan Sfber dan Sandi Megams.
Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 Lampiran

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUN 2025
I.  KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LPNK, SLN, LNS, AN, LPP, SG)
DENGAN JUMLAH UNIT PENGOLAH YANG DIAWASI DI ATAS 40
NO NAMA INSTANSI KATEGORI
1 |Kementerian Kesehatan AA (SANGAT MEMUASKAN)
2 |Kementerian Pendidikan Dasar dan AA (SANGAT MEMUASKAN)
Menengah
3 |Badan Riset dan Inovasi Nasional AA (SANGAT MEMUASKAN)
4 |Badan Pusat Statistik AA (SANGAT MEMUASKAN)
5 |Kementerian Keuangan AA (SANGAT MEMUASKAN)
6 |Kementerian Kelautan dan Perikanan AA (SANGAT MEMUASKAN)
7 |Kementerian Kehutanan AA (SANGAT MEMUASKAN)
8 |Kementerian Energi dan Sumber Daya AA (SANGAT MEMUASKAN)
Mineral
9 |Kementerian Sekretariat Negara AA (SANGAT MEMUASKAN)
10 |Kejaksaan Republik Indonesia AA (SANGAT MEMUASKAN)
11 |Kementerian Perhubungan AA (SANGAT MEMUASKAN)
12 |Kementerian Perdagangan AA (SANGAT MEMUASKAN)
13 |Kementerian Perindustrian A (MEMUASKAN)
14 |Kementerian Luar Negeri A (MEMUASKAN)
15 |Kementerian Desa dan Pembangunan A (MEMUASKAN)
Daerah Tertinggal

SZOZ NNHYL
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_—V v v N v v \4 A —
0 -~V . 0 o I . v 0 N4 ~
16T00€n DtéLUéneen génelDNDn [DNEY DRDiH) kk lehsumber doyamanusie yang memads
3 L 2) Telah terjadi peningkatan |mpiermaniasl AKIF' dengan malaksanakan
seluruh tindak fanjut atas rek fasi hasil
kinerja Internal Tahun 2024,
3} Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk
thaikan dan peningkat; kuntabilitas kinera.
4. Catatan hasil penllalan mandii atas evaluasi AKIP Tahun 2024 telah
PROVICES GROUP I V1 O = ditindaklanjuti  melalui Memorandum Kepala Biro Umum  Nomor
s 1411/8J 6/RC B10/VIII2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
alola o TA. 2024 tanggal 11 Agustus 2025,
O E E E Pl i é 5. Inovasi yangng:enuuk::g perbaikan capaian kinerja organisasl Biro Umum:
Ref.No. 028.09/PVUTIR-MA/I-2026 i g olmli|slE a2 Penggunaan }\pllkasl Click-Up I.l!1 ik F 1
£ g' 5 ] e kll’l&l”jﬂ dan telah it ikan sasaran organisasi s.d level
Kepada Yih, z : ¢ B alll- Individ
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 -4 g b. Opﬂmallasl Kios- sebagai sarana publikasi capaian kinerja crganisasi.
JI. Madan Mendeka Timur Nomar 16 g HlEEERE 5 g @, Penemapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Kiinik Pratama KKP, berupa
Jakarta, 10110 g LI 2 p online  terints i dengen p farmasi, gg
gy oF R k kepada 0 KKP memadl lebih mudah.
uP. : Bapak Sofiyanto, 5.Pi.. M.Si #FEE 4 FFER %, e 2= d. F'enggunaan Energl Terbarukan Substitusi janngan PLN dengan sofar panel
{Kepata Biro Umum Sekretanat Jenderal Kementerian Kelautan dan = P ’é 2 5 B -§ fa ;! 2 pada Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), yang merupakan
Perikanan) ] & inovasl dan implementasl manajemen energl di lingkungan KKP dalam
g | ] mewujudkan efisiensi energi.
: s |izkk slElEDE| | B
Perihal : Laporan Managemant Energl % e Al 3§ o5 5. Dalam rangka meningkatkan AKIP di Biro Umum, direkomendasikan kepada
B E E Saudara agar melakukan upaya antara lain:
Dengan horma, 5 o @ E = a. Menmgka&an capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024,
H i plaElE | B b. nilai Internal.
Pertarna - tama kami ingin mengucapkan terima kasih stas karja sama yang tetah teralin § L i § g . Melal ' F dan luasi capaian kinarja organisasi secara
dengan bak antara nierian Kelautan dan Perikanan dengan PT Provices Indonesia b o berkala dan terukur.
dalam peng i Gedung Kemanterian Kelautan dan Parikanan 3 =l £ : T .: ¥ Eg d. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian
5 | b 52 kinerja.
Berkatan dengan program Efisiens! Energl yang telah diterapkan cleh Biro Umum di E B3 E‘E .
ligkungan Kantor Pusat Kementerian Kefautan dan Perkanan, bersama inl kami Bl =& Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan
paikan laporan hasil p eneral untuk periode Januarl hingga g Gl2 g8 penuh tanggung jawab.
Desermnber 2025 dengan Nilal Indeks Konsumsl Energl sebesar 94,84 kWhim®ftahun F
(Sangat Efislen). Rincian pencatatan dan perhiungan konsumsi energi tercarturm dalam b o] BT g Sekretans Jenderal
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini, B 'mi E ANERERES AT,
Demikian laporan ini kami sampaikan, Semoga hubungan kerja sama dan i wm::-m
profeslonalisme yang ielah terjelin dengan balk selama i dapat terus lerjaga dan B |l b | i g 4
ditingkatkan i b bl L
Atag perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih P O A P ¢ g Ferbisan Rudy Heryanto Adi Nugroho
Sl & 5 1. Inspektur Jenderal
Hormat Kamt, - 2, Inspektur |
IEEEE
Sia
g? 2 4]"“ e . . . "
ireskfur E EEEEE ackurmen ini selah ditand elektranik ehskctrunik yung telah
3 it btk alehs Talii Sertifikins Elektromk (B8}, Bt Siber dim Sl Negara

ntegrated Property Services
PT. Provicss indonesa - FT. Provices Tatal Mandin« PT. Provices Prima Mandi - PT. Provicas Lin
Bk Tower BOU Fioer | Risuna Epfesnivam | JL WY, Rssans S0 | Jshara 12040 | 3 0012091 411 | &

- BT Prowicas Karys Mandal
12 18 iww prrvices.co

7. -ET8Jen k%" ur
6. [€U "DAjtélén 1k h3h8 9)id %NWN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
Hasil penilaian terhadap komponen kinerja sebagai berikut: NOTA DINAS Apabiia lauuapal. kendala teknis dalam input dan updating data _dl SIASN serta
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - AR i NOMOR S0 4T 21 Xil2025 kandala proses sinkrenisasi data SIASN ke Dashbeard IP ASN, dapat di keordinasikan
SEKRETARIAT JENDERAL 1) Dokumen Perencanaan Kinerla berupa Rancangan Renstra kepada sdr, An Wicaksana (08129284428) dan sdr, Gigih Aji fbrahim (087782188011),
JALAN MEDAN MERDEKA TIMLIR NCMOR 18 Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, Perfanjian Kinerja, Rencana Yth. 2 Kepala B"‘%d:: Pusal lingkup ¢ 39“@‘5"313'9“:5":1‘8“
4 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKF 10041 Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran i A A"”s“ d enidar an ’ " ; : :
oy & TELEPOM [021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 Kineria Pegawai seluruhnya telah tersedia dan disahkan oleh pejabat L : Kepala paratur dan Otgams.asn Atas perhatian dan kerfasama Saudara. kami ucapkan terima kasih,
rearia o LAMAN ww kb ges & SUREL setieriBiki go id ; ri Lampian - Salu berkas
———— e yang bemerllal’l:g _mstalul aplikasi portal. |::|k3wr Ih?:"}a yang Hal sparan Hasil Rapat £ K Indal Aparatur
telal proses i i level atas sampai S
Momer  BOIZSIRCEI0IX2025 11 September 2025 dengan level di bawahnya, Tangosl - E‘I‘pgg:.?&iilgo;gm Tahun 2025 di ngkungaﬂ KKP
Sifat . Segera 2) Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan Ditandatangan|
Lampran . S8k berloss hasil {tujuanisasaran) telah jeias menggambarkan kondisl kinerja yang Secorn Eiekirarik
Hal ! Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2028 akan dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat Sehubungan dengan telah di ya Rapat Monitoring F
dlcapal (ecfuevabl‘e) dan realistis. . ;
i 3 0 yang telah o pada kinerja yang ingin Indaks Profesianalitas ASN Tahun 2025 pada han Senin, tanggal 22 Desember 2025, i Dida Darsarsyah
;’m ::3:!& Bira Umum dicapai, terlihat pada rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam socara  darng  Zoom  meefing,  berdasarkan  undangan  Kami  Momor m?:r?:dandml
i mendukung kinerja. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis kerena
selalu dipantau dan dlevahuasi i B.5200/5) 3TU.330/XI1/2025, langgal 19 Dessmber 2025 hal Undangan Rapat,
s 39"139"‘3";': Pe}aammnl M!:f;ﬂp FANI R‘:‘ ND"‘;" a8 Tﬂ',';" mlzllpl!mng 4) Upaya yang bisa dihargal dalam pemenuhan kriteria perencanaan ini kami i pa hal sebagi berikut:
valuasi Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah dan Peraturan Menter Nomar kinerja  yaitu validesi pe kinera  untuk . T .
35 Tahun 2023 tentang P Kinerja O s i L V KKP b klrtema BMART Sabeliur 1. Rapat di buka oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi'diwakilkan oleh
seria hasil Evaluasi Akuntabilitas Kmelja Instansi Pemerlnwh {AKIP) Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja ditandat: i aleh unit kerja. Kertua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Pegawai, dengan dihadin secara daring oleh
Sekretariat  Jenderal surat Jenderal  Momoer .
T 248/1TJ 1/HP 440112025 tanggal 22 Jull 2025, bersama ini disampaikan Hasll b. Pengukuran Kinerja Pesoita e pannaiie kerreaaielan el wilt keas Nnolip Solsstarilantor.
E:alluast Implementasi AKIP Tahun 2025 pada Biro Umum, sebagaimana uraian 1) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi undt kerja Eselon |, unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT];
rikut:

pengelolaan kinerja (Kineraku. kkp.go.id), sesuai manual indikator 2
kinerja dan dilengkapi dengan data dukung yang valid.
2) Nital Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 10737 yang

Agenda rapat yaitu monitoring capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 di

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP Lirgkungan KKP. mengatasi kendala teknis dalam penginputan data kompetensi,

dilaksanakan, serta untuk mendurong penmgkatan penoapalan kmer]a yang tspm

sacaran - daiv b Ly hasi, dapat dihitung dar pencapatan 12 indikator kinerja, dengan nomenkiatur unit [ dikdat ' |, dilkdat fungsional, diklat teknis dan diklat 20 JP pada
. e | ki s it isasi Bi /. . Pada Ti | : ;
isasi untuk dan secara juelkan capaian mnena mﬂ?;g'rﬁfmzff,"f;ﬁ:n:agﬂlfuiﬁarr;iép“;ﬂ:"z apllkasi MyASN/SIASN dan proses sinkronisasi SIASN ke dashboard IP ASN KKP,
yang telah MedaldL g ol indikator kinerja yang dapat diukur pada Triwulan | serla phan batas akhir 1P ASN Tahun 2025:

2. Evaluasi di melalui p terhadap 4 (empat) P i O ., 3. Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Pepawai sebagal tim kerja yang menangani
kinerja, meliputi kine kinerja, pelap kinerja, dan . Pelap: - i G
“!{EH am%labllltaskmar]a mm: 1 1 1) Laporan Kiner@ telah disusun setiap triwulan dan disampaikan pengelolaan pangukuran 1P ASN di Lingkungan KKP mendapatkan hasil nitai

kepada Sekretaris Jenderal dengan tepat waktu, capaian IP ASN sudah melebihi target yaitu prosentasa 103% (Target 81 s.d 84,

3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Umum Tahun 2025 mempercleh nilal 2) Substansi Laporan Kinerna telah sesuai standar, yaitu mengungkap

sebesar 83,25 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan).
Nilai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mendapatkan nilai
sebesar 85,80, Rincian hasil evaluasi AKIP sebagaimana diuraikan pada tabel di
bawah ini:

seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginfarmasikan

hal-hal sebagai berikut:

a) Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi
kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-

realisasi 85,41 di tanggal 22 Desember 2025, sehingga sudah cukup menjadi dasar
dafam penulupan batas akhir Pengukuran Indeks Profesionalilzs ASN di
Lingkungan KKP Tahun 2025 di tanggal 31 Desember 2025;

=

tahun sebelumnya,
b) Kualitas atas target kinerja

Sumber data IP ASN mengambil data profle, data jabatan terakhir, data pendidikan
F terakhir, data kempatensi {pelatihan dan kinera). data nikal SKP, dan data hukuman
beserta upaya nyata dan/atau hambalannya

¢ Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kineria disiplin dari apkkas: SIASN dan ditampilkan pada dashboard 1P ASN di Portal
untuk Laporan Kinerja Tahunan. Pegawai KKP.
d) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

" m-n
8 Tahun 2023 berdasarin Memorndem Karoren Nomar 1057/50 1M 4ANMIIE0ZS tanggel 14 Desember d. Evaluasi Internal
2023 o Hass Fervisan Mandi SAKIF Leve) B Linghup Seyen Tahun 2023. : i g . e,
. Tahun 2074 berasarkan berdasarkan Sural Sekrelars Jenceral Nomor B.1 254/5URC 610502024 tanggal 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegistan _— o _— R
25 Catober 2024 hat Hasd Penilainn Mandn SAKIP Tahun 2024 penilaian  mandiri sesuai Pedoman Penilaian Mandiri  Lingkup oy Ll vaangg ledaly
& Tabun 2025 bercasaian hasil penilian unl sampking cleh apekdcrat | pade Evalussi SAKIF Seljen

abarbitkem cleh Bali Sertifikast Eloktronik (BEcE), Badan Sibar dom Sandi Negar

Sekretariat Jenderal, menggunakan aplikasi kinerjaku dan ditakukan abarbitkem cleh Bali Sertifikast Eloktronik (BEcE), Badan Sibar dom Sandi Negar

Dokaren i telah & sevana chekonik ! ot edektronik yeng selah Dokaren i telah & stgara eheknromk k et ebekiponik veng selah
fittitkan olh Bals Sertiikasi Elekfrorgk (S}, Badan Siber dan Senvk Negara diferbitkan oleh Dalat Sertifikasi Elekiranek {BSE), Badan Siber dan Sanck Negar
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P Cﬁpahn P gu an Indeks Prof o  ASN di KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
n F
Nomor - 2240/5J 3TU.21012025 Data Tanggal 22 Desember 2025 SEKRETARIAT JENDERAL
Tangoal 24 Desember 2025
NOTA DINAS o|~N|jlo|lo|s|lw|Nn]| = s
NOMOR 136/5J.2/RC.610//2026
4@ 2|2((l@|@|@
v|lo|l3|le|FIFIFI5|5
i 2 AR ENERERE
fth 1. Para Kepala Biro glcl8|lc|x|z|e|lD
2. Para Kepala Pusat - 2123 o [ e ] c
3. Direktur Lembaga Pengelotaan Medal Lisaha KP o o0 5 s|g )§> o =
4. Kepala Baki Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan E al@ 3 018 =
Perikanan 9 [ 2 2
Dari . Kepala Biro Keuangan dan BMN 3 g ) =
Lampiran  © Satu berkas = U:J
Hal . Capaian |KU Persentase Penyelesalan Temuean BPK Unit Eselon |l §
Lingkup Sekretariat Jenderal
Tanggal o 42 Januari 2026 = b 4
2 2 B
- w © o o
Datam rangka Peng Kinerja © b Peraturan o = o A ES =
N @ 5 NN A
Menten Kelautan dan Perikanan Nemer 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja a (o‘ @ % E = 3
Organizasi di Li dan Perikanan, b ini R g § ] % §
disampaikan Capaian IKU Persentase Penyelessian Temuan BPK Unit Eselon || ! ! ! ! !
Lingkup Sekretariat Jenderal pada Lampiran Nota Dinas. ; : F
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kera sama Saudara, kam ﬁ 3 38 ® % ag 5 g
ucaplan terima kasih, N 2 5 Bl 523 g
o © N 0| © Fe852
Ditandatangan! § 8 8 8 g ﬁx"
ara Elektronik - 0 ' w 1 (&) ' = N "
Sutrisne Subagyo
=0
— - - — — ———= - - o 2
=5
o ' ' o ' o ' o o '
24
o ©
NN NI, -
o|o|lololo|lol|lolo|le|o|Xp8
o|So|c|c|c|o|o|c|c|o|=5a
=
S0

Diakimen i elsh o Sabrgioni srcirs el ik menggutakon revi kot elsktrarck yang felah Dckumen icé telah ifikat el ceteonilk yang telsh - P A ) ]
Atebitcin oith Bala Sertfia Eelir ik (BHE), Badas Sibar din Sandi Hegan it itk ofeh Peilei Sertifkasi Flektroril (BSE) Bk Siber dun Sandi Negara i et K ot ey |...:.I:|':‘:::? s
* m TR IR X N S2 /A o oo 1 —1 7 1h og e v = Vv
9. :étéjén »1 2D:ONDnCEU| [éUlt DnHeFeuen NIDn
Capaian Peng Indeks Pr ASN di s
Li i dan Peri 7
Data Tanggal 22 Desember 2025
© e
. yor— ‘-'-'-—-.
i KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN —
[+ e e e e ] SEKRETARIAT JENDERAL il el il
o
ES— NOTA DINAS il g i %E%% % gl{
85.41 == NOMOR 103/5..2/RC 6101112026 glelg|claz|e T
e — 2 3|1512| 2|5 |29
—_— i, : 1. Para Kepala Biro L 3 é" S1®|3
[CRCrr—— =————— —1 2. Para Kepala Pusat o r O|a
T 5  — 3. Direktur Lembaga Pengelolzan Modal Usaha Kelautan dan Perkanan a8 3 3
A 4. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kekutan dan ) % g
I — | Perikanan P 3
I
—_— Darl . Kepala Biro Keuangan dan BMN
Lampiran  : Satuberkas
Hal Capalan IKU Reb dasl Hasil F ang [ faath
Untuk Perbaikan Kinefia Lingkup Sekretariat Jenderal Trwulan IV
Tahun 2025 & alw|~le| B
Tanggal i 8 Januari 2026

Datam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LIKJ) lingkup Sekretarial Janderal =
Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian KU “Rekomendas: Hasil Pengawasan
i e yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon |l Lingkup Sekretariat
G AT Jenderal® Triwulan IV Tahur 2025 sebagal berkut.
1. Reali capalan IKU “Py Jumlah R Hasil F yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinera Lingkup Sekretariat Jenderal’ periode
Triwulan 1V Tahun 2025 dipercleh sebesar 100% yaitu dari B9 rekomendasi telah
difindaklanjuti secara tuntas sebanyak 89 rekomendasi
2, Pencapaian Ini dipercleh berdasarkan Sural Dines Inspektur Jenderal Nomer
B272NTHHP S507XI2025 Tanggal 23 Dessmber 2025 Hal Hasl Pemantauan
Tindak Lanjul Hasi Pengawazan |nspektorat Jenderal Periode s.d. Triwulan IV TA
2025 Lingkup Sekretarial Jenderal KKP sebagaimana Sural Dinas Nomer
B.272THHP S50/XI/2025 Tanggal 23 Desember 2025 dan Nota Dinas Sekretaris
Inspekiorat Jenderal Nomor 80V TJ.O/RC 610//2026 Hal Capalan IKU “Persentase
Jumlah R Hasil Peng yang D Untuk Perbalkan
Kinerja Unit Eselon | Lingkup KKP" Tahun 2025

. Capaian |KU dari masing-masing unit Eselon |l lingkup Sekretariat Jenderal
Periode Triwulan [V Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Lampiran

4, Untuk pelaporan melalui aplikasi Kinerjaku maupun dokumen Laporan Kinera
(LKJ), apabila tidak ada rek i yang periu dif juti maka capaian
Indikator dilaporkan sesuai target yaitu 100%.

Demiklan kam: sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami

ucaplkan terima kasih.
( ; )., Diandatangand
| /| Secara Flektronik

Sutrisno Subagyo

“00L
%00L

@

nakar serfifikat eloktronik yory telih
Padan Siber dan Sendi Negam

dstngmTi
Anka Serafik
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